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Participate in New Student Orientation held in Multimedia Nusantara University 
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Character Building Training, held in Multimedia Nusantara University (2014) 
Teamwork and Leadership, held in Multimedia Nusantara University (2015) 
Career Building, held in Multimedia Nusantara University (2016) 
Seminar from Kompas TV “Jurnalisme Olah Raga” held in Multimedia Nusantara 
University (2016) 
Seminar 'The Power Of Communication" - Commfest 2017 held in  Multimedia 
Nusantara University (2017) 
Citizen Journalism Competition - Commfest 2017  held in  Multimedia Nusantara 
University (2017) 
Opinion Writing - Commfest 2017   held in  Multimedia Nusantara University (2017) 
Tahfidz Al-Quran Juz 30, SMPIT Asy-syukriyyah Tangerang (2011)
3rd Place Paskibra se-Kabupaten Tangerang, SMK Islamic Village  (2012)
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3rd Place Futsal Se-Kabupaten Tangerang, SMK Islamic Village (2013)
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Sebelum ke Myanmar, Menlu Silaturahim Sama Tokoh Ormas Islam 
	REPUBLIKA.CO.ID,	JAKARTA	--	Menteri	Luar	Negeri	Republik	Indonesia,	Retno	Marsudi	akan	melakukan	kunjungan	ke	Myanmar	untuk	menyelesaikan	tragedi	kemanusiaan	di	Negara	Bagian	Rakhine,	Myanmar.	Hanya	saja,	sebelum	berangkat,	Menteri	Retno	pun	berilaturahim	dan	berdialog	dengan	tokoh-tokoh	Ormas	Islam	di	Resto	Seribu	Satu	Rasa,	Menteng,	Jakarta	Pusat,	Sabtu	(2/9).	Hal	ini	disampaikan	Ketua	Majelis	Ulama	Indonesia	(MUI)	Bidang	Hubungan	Luar	Negeri,	KH	Muhyiddin	Junaidi.	"Menlu	melakukan	silaturrahim	dengan	para	tokoh	Ormas	Islam	sebelum	berangkat	ke	Myanmar	besok.	Beliau	menjelaskan	kondisi	terkini	di	provinsi	Rakhine	yg	terus	bergejolak,"	ujar	Kiai	Muhyiddin	kepada	Republika.co.id,	Sabtu	(2/9).	Ia	menuturkan,	Menteri	Retno	juga	sempat	meminta	saran	dan	masukan	kepada	para	pimpinan	Ormas	yang	belakang	ini	telah	menyampaikan	sikap	dan	pernyataan	keras	tentang	keberutalan	militer	Myanmar.	Penyampaian	sikap	itu	dikemas	dengan	bahasa	diplomasi.	"Communal	conflict	ini	memang	terjadi	berabad-abad,	Indonesia	sebagai	sahabat	dan	sekaligus	pendiri	ASEAN	sangat	berharap	agar	nasib	dan	penderitaan	Muslim	Rohingya	segera	selesai	via	diplomasi,	bantuan	kemanusiaan,	jaminan	keamanan	bagi	semua	penduduk	Rakhine	dan	pengembalian	keamanan,"	ucapnya.	Menurut	dia,	MUI	optimistis	misi	Menteri	Retno	akan	msmbuahkan	hasil	dalam	rangka	menyelesaikan	konflik	di	Myanmar,	sehingga	bisa	melindungi	umat	Muslim	etnis	Rohingya	dari	tindakan	kekerasan.	"Kami	optimistik	bahwa	misi	beliau	bisa	membuahkan	hasil	maksimal	dan	sekaligus	mampu	memberikan	solusi	terbaik	bagi	semua,"	kata	Kiai	Muhyiddin.	Sebelumnya,	diberitakan	juga	bahwa	Menteri		Retno	direncanakan	bertemu	Aung	San	Suu	Kyi	dan	Petinggi	Militer	Myanmar	di	Yangoon,	Senin	4	September	mendatang.	"Menlu	mengakui	bahwa	misi	
beliau	kali	ini	sangat	berat	dan	rumit.	Tekanan	dari	dalam	negeri	juga	sangat	keras	dan	massif,"	ujarnya.	
Jokowi: Perlu Aksi Nyata Tangani Krisis Rohingya 
	REPUBLIKA.CO.ID,	JAKARTA	--	Presiden	Joko	Widodo	(Jokowi)	menegaskan	perlunya	melakukan	aksi	nyata	menangani	tragedi	kemanusiaan	yang	dialami	oleh	etnis	Rohingya	di	Rakhine,	Myanmar.	Jokowi	juga	menyesalkan	aksi	kekerasan	yang	terjadi	yang	menyebabkan	adanya	korban	jiwa	serta	ribuan	etnis	Rohingya	yang	melarikan	diri.	
"Saya	dengan	seluruh	rakyat	Indonesia,	kita	menyesalkan	aksi	kekerasan	yang	terjadi	di	Rakhine	State,	Myanmar.	Perlu	sebuah	aksi	nyata	bukan	hanya	pernyataan	kecaman-kecaman,"	kata	Jokowi	dalam	konferensi	persnya	di	Istana	Merdeka,	Jakarta,	Ahad	(3/9).	
Jokowi	menyampaikan,	pemerintah	akan	terus	berkomitmen	membantu	mengatasi	krisis	kemanusiaan	yang	terjadi.	Di	antaranya	yakni	dengan	mengutus	Menteri	Luar	Negeri	Retno	Marsudi	ke	Myanmar	dan	juga	Dhaka,	Bangladesh.	Serta	mengirimkan	bantuan	kemanusiaan,	seperti	makanan	dan	obat-obatan	yang	diperlukan	oleh	para	pengungsi.	
Tragedi	kemanusiaan	yang	terjadi	kali	ini	menyebabkan	ribuan	warga	etnis	Rohingya	melarikan	diri	ke	perbatasan	Bangladesh.	Pasukan	militer	Myanmar	dilaporkan	memeriksa	desa-desa	di	Rakhine,	tempat	tinggal	para	etnis	Rohingya	menyusul	terjadinya	bentrokan.	Bentrokan	diawali	dengan	penyerangan	20	pos	keamanan	polisi	yang	diyakini	oleh	otoritas	Myanmar	dilakukan	oleh	warga	Rohingya.	
Etnis	Rohingya	sendiri	selama	ini	mendapatkan	perlakuan	tidak	adil	di	Myanmar.	Mereka	tidak	diakui	oleh	pemerintah	Myanmar	dan	dianggap	sebagai	imigran	gelap.	Berbagai	tindak	kekerasan	dan	krisis	kemanusiaan	pun	kerap	kali	terjadi	dan	tak	sedikit	warga	Rohingya	yang	menjadi	korban	jiwa.	
	
	
Menlu Retno Bertolak ke Myanmar Temui Aung San Suu Kyi	
	
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu) Retno Marsudi 
bertolak menuju Myanmar, Ahad (3/9) sore. Kunjungan ini akan dimanfaatkan Retno untuk 
bertemu Aung San Suu Kyi dan membahas krisis Rohingya di negara bagian Rakhine. “Atas	perintah	presiden	dan	setelah	berkomunikasi	dengan	Pemerintah	Myanmar,	sore	ini	saya	akan	berangkat	menuju	Myanmar	untuk	bertemu	dengan	State	Counsellor	atau	Menlu	Myanmar	Aung	San	Suu	Kyi,”	ungkap	Retno	melalui	keterangan	pers	yang	diterima	Republika.co.id.		Selain	bertemu	dengan	Aung	San	Suu	Kyi,	Retno	juga	direncanakan	bertemu	dengan	Commander	in	Chief	of	Defense	Services	Senior	General	U	Min	Aung	Hlaing,	Menteri	pada	kantor	Presiden	U	Kyaw	Tint	Swe,	dan	Penasihat	Keamanan	Nasional	U	Thaung	Tun.	“Perjalanan	ke	Myanmar	membawa	amanah	masyarakat	Indonesia	agar	Indonesia	dapat	membantu	mengatasi	krisis	kemanusiaan	dan	juga	harapan	dunia	internasional	agar	krisis	kemanusiaan	segera	diselesaikan,”	ucap	Retno.		Terkait	eskalasi	yang	terjadi	di	Rakhine,	Pemerintah	Indonesia	telah	mengambil	berbagai	langkah	guna	mendorong	Myanmar	untuk	segera	meredam	dan	memulihkan	situasi	keamanan	serta	stabilitas	di	daerah	terkait.	Retno	Marsudi	juga	dilaporkan	terus	menjaga	komunikasi	dengan	beberapa	tokoh,	antara	lain	Penasihat	Keamanan	Nasional	Myanma	U	Thaung	Tun,	Menlu	Bangladesh	Mahmood	Ali,	dan	mantan	sekretaris	jenderal	PBB,	sekaligus	Ketua	Advisory	Commission	on	Rakhine	State	Kofi	Annan.		Komunikasi	dan	koordinasi	dengan	tokoh-tokoh	tadi	dimaksudkan	untuk	mengetahui	situasi	di	Rakhine.	Hal	itu	termasuk	upaya-upaya	yang	dapat	dilakukan	untuk	menangani	bantuan	kemanusiaan.		
Pada	31	Agustus	lalu,	Retno	Marsudi	telah	meluncurkan	program	Humanitarian	Assistance	for	
Sustainable	Community	untuk	Myanmar.	Program	ini	merupakan	komitmen	dari	11	lembaga	swadaya	masyarakat	yang	tergabung	dalam	Aliansi	Kemanusiaan	Indonesia	untuk	Myanmar.	Adapun	tujuan	dari	program	ini	adalah	untuk	memberikan	bantuan	jangka	menengah	dan	panjang	bagi	rakyat	Myanmar	secara	inklusif,	khususnya	di	Rakhine.	Bantuan	senilai	2	juta	dolar	AS	yang	merupakan	hasil	donasi	masyarakat	Indonesia	itu	nantinya	akan	dipecah	untuk	empat	jenis	program,	yakni	pendidikan,	kesehatan,	ekonomi,	dan	pembangunan	kapasitas.	Dalam	keterangan	persnya,	Retno	mengungkapkan	bahwa	dirinya	juga	aktif	menjalin	komunikasi	dengan	Sekretaris	Jenderal	(Sekjen)	PBB	Antonio	Guterres.	Menurut	Retno,	Guterres	sangat	mengapresiasi	peran	dan	kontribusi	Indonesia	untuk	menyelesaikan	krisis	Rohingya	di	Rakhine.		“Sekjen	PBB	mengapresiasi	peran	Indonesia	dan	harapkan	Indonesia	lanjutkan	perannya	dalam	membantu	penyelesaian	krisis	kemanusiaan	di	Rakhine	State,”	ujar	Retno.																	
		
Pemerintah Kirimkan Bantuan ke Rohingya Pekan ini 
	REPUBLIKA.CO.ID,	JAKARTA	--	Pemerintah	akan	mengirimkan	bantuan	kemanusiaan	kepada	warga	Rohingya	yang	menjadi	korban	kekerasan	di	Rakhine,	Myanmar.	Dalam	konferensi	persnya,	Jokowi	mengatakan	telah	mengutus	Menteri	Luar	Negeri	Retno	Marsudi	ke	Myanmar	serta	Dhaka,	Bangladesh	guna	menyiapkan	bantuan	serta	mencegah	terjadinya	krisis	kemanusiaan.	
"Saya	juga	menugaskan	Menlu	untuk	terbang	ke	Dhaka	di	Bangladesh	dalam	rangka	menyiapkan	bantuan	kemanusiaan	yang	diperlukan	pengungsi-pengungsi	yang	berada	di	Bangladesh.	Kita	harapkan	minggu	ini	kita	akan	mengirimkan	lagi	bantuan	makanan	dan	obat-obatan,"	kata	Jokowi	dalam	konferensi	persnya	di	Istana	Merdeka,	Jakarta,	Ahad	(3/9).		
Presiden	mengatakan,	sebelumnya	Indonesia	turut	berpartisipasi	aktif	memberikan	bantuan	kepada	etnis	Rohingya	yang	menjadi	korban	kekerasan	di	negara	bagian	Rakhine.	Di	antaranya	yakni	dengan	mengirimkan	bantuan	makanan	serta	obat-obatan.	
Sebanyak	10	kontainer	bantuan	berupa	makanan	dan	obat-obatan	pun	telah	dikirimkan	pada	para	pengungsi	Rohingya	pada	awal	tahun	ini.	Selain	itu,	pemerintah	juga	telah	membangun	sekolah	di	Rakhine	dan	selanjutnya	pada	Oktober	mendatang,	pemerintah	akan	mendirikan	rumah	sakit.			
"Indonesia	juga	telah	menampung	pengungsi	dan	memberikan	bantuan	yang	terbaik,"	tambah	Jokowi.		Presiden	pun	juga	telah	mengutus	Menteri	Luar	Negeri	Retno	Marsudi	untuk	berkunjung	ke	Myanmar	agar	pemerintah	setempat	dapat	menghentikan	tindakan	kekerasan	serta	mencegah	terjadinya	peristiwa	serupa.	Selain	itu,	pemerintah	Indonesia	juga	akan	mendesak	pemerintah	Myanmar	untuk	memberikan	perlindungan	kepada	seluruh	warga	termasuk	umat	Muslim	di	Myanmar	serta	membuka	akses	bantuan	kemanusiaan.			Jokowi	mengatakan,	pemerintah	juga	terus	menjalin	komunikasi	intensif	dengan	berbagai	pihak,	termasuk	Sekjen	PBB	Antonio	Guterres	serta	Komisi	Penasehat	Khusus	untuk	Rakhine,	Kofi	Annan	terkait	tragedi	Rohingya	ini.	Ia	menegaskan,	kekerasan	dan	krisis	di	Rakhine	ini	harus	segera	dihentikan.	
	
Jokowi Utus Menlu ke Myanmar Bahas Tragedi Rohingya 
	
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus Menteri Luar 
Negeri Retno Marsudi untuk melakukan kunjungan ke Myanmar dan juga Bangladesh 
membahas kekerasan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Jokowi 
menyampaikan, pemerintah Indonesia perlu melakukan aksi nyata untuk menghentikan 
kekerasan tersebut, bukan hanya sekadar kecaman. "Sore	tadi	Menlu	telah	berangkat	ke	Myanmar	untuk	meminta	pemerintah	Myanmar	agar	menghentikan	dan	mencegah	kekerasan,	agar	memberikan	perlindungan	kepada	semua	warga	termasuk	Muslim	di	Myanmar	dan	memberikan	akses	bantuan	kemanusian,"	ujar	Jokowi	di	Istana	Merdeka,	Jakarta,	Ahad	(3/9).	Menurut	Jokowi,	ia	juga	telah	menginstruksikan	Menlu	agar	menjalin	komunikasi	secara	intensif	dengan	berbagai	pihak	termasuk	Sekretaris	Jenderal	PBB	Antonio	Guterres	serta	Komisi	Penasehat	Khusus	untuk	Rakhine,	Kofi	Annan.		Selain	mengunjungi	Myanmar,	Menlu	juga	akan	mengunjungi	Dhaka,	Bangladesh	untuk	menyiapkan	bantuan	kemanusiaan	kepada	para	pengungsi	yang	berada	di	Bangladesh.	Jokowi	menekankan,	krisis	kemanusian	terhadap	etnis	minoritas	Rohingya	ini	harus	segera	dihentikan.	Kekerasan	terhadap	etnis	Rohingya	di	Rakhine,	Myanmar	kali	ini	dilaporkan	terjadi	setelah	20	pos	keamanan	polisi	di	area	perbatasan	Myanmar	dan	Bangladesh	diserang.	Pasukan	militer	Myanmar	meyakini	pelaku	penyerangan	merupakan	warga	Rohingya.	Dalam	bentrokan	ini,	71	orang	dilaporkan	tewas.	Menyusul	terjadinya	bentrokan,	pasukan	militer	pun	memeriksa	desa	di	kantong-kantong	Rohingya.	Tentara	juga	dilaporkan	mengeluarkan	tembakan	sehingga	warga	Rohingya	pun	melarikan	diri	ke	perbatasan	Bangladesh.	
	
	Menlu Tiba di Myanmar Bahas Isu Muslim Rohingya 
	
EPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tiba di Yangon, Ahad (3/9) 
malam. Retno langsung dijemput Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi beserta 
dua pejabat tinggi Myanmar yaitu, Deputi Direktur Jenderal Protokol, U Zaw Thomas O serta 
Dirjen Strategic Study Kementerian Luar Negeri Myanmar, Daw Khay Thi. Juru	bicara	Kementerian	Luar	Negeri	Amantha	Natsir	mengatakan,	Retno	Marsudi	akan	bertemu	menuju	ibukota	Myanmar,	Naypyudaw	pagi	ini	untuk	melakukan	pertemuan	dengan	State	Counsellor,	Daw	Aung	San	Suu	Kyi,	dilanjutkan	dengan	pertemuan	dengan	beberapa	menteri	lain.	"Pertemuan	akan	dilakukan	seharian.	Sore	hari,	Menlu	RI	akan	kembali	ke	Yangon,"	kata	Amantha	melalui	siaran	pers	Istana	Negara,	Senin	(4/9).	Setelah	melakukan	sejumlah	hal,	pada	Selasa	(5/9),	Retno	Marsudi	akan	menuju	ke	Dhaka	Bangladesh.	Di	sana	Retno	akan	bertemu	dengan	menteri	luar	negeri	Bangladesh	guna	membahas	isu	para	pengungsi	muslim	Rohingya	yang	melarikan	diri	dari	Myanmar.	Presiden	Joko	Widodo	dengan	tegas	menyesalkan	aksi	kekerasan	yang	terjadi	di	sana.	"Saya	dan	seluruh	rakyat	Indonesia,	kita	menyesalkan	aksi	kekerasan	yang	terjadi	di	Rakhine	State,	Myanmar,"	kata	Joko	Widodo	kemarin	malam.	Presiden	menegaskan	perlu	aksi	nyata	bukan	hanya	pernyataan	kecaman-kecaman.	Presiden	Joko	Widodo	mendesak	pemerintah	Myanmar	untuk	secepatnya	menghentikan	aksi	kekerasan	dan	memberikan	perlindungan	bagi	semua	etnis	dan	pemeluk	agama	serta	memberikan	akses	bagi	bantuan	kemanusiaan.	"Saya	telah	menugaskan	Menlu	Republik	Indonesia,	Menteri	Luar	Negeri,	menjalin	komunikasi	intensif	dengan	berbagai	pihak	termasuk	Sekjen	PBB	Bapak	Antonio	Guterres	dan	Komisi	Penasihat	Khusus	Untuk	Rakhine	State,	Bapak	Kofi	Annan,"	ia	menambahkan.	
	Pemerintah Diharapkan Beri Bantuan Terbaik untuk Rohingya 
	
	
	
	
	
	
	 	
	
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari berharap, 
pemerintah Indonesia terus membuka pintu untuk para pengungsi dari etnis Rohingya yang 
mengalami tragedi kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Selain membukakan pintu bagi para 
pengungsi, pemerintah Indonesia juga diharapkannya bisa memberikan bantuan terbaik demi 
kemanusiaan. "Masalah	Rohingya	akan	menjadi	perhatian	kita.	Ini	tragedi	kemanusiaan	bukan	hanya	bagi	umat	Islam	tapi	semua	manusia.	Maka	kita	semua	harus	membantu	kesusahan	dan	penderitaan	mereka	dengan	apapun	yang	kita	bisa,"	kata	Kharis	dalam	pesan	singkatnya	kepada	Republika.co.id,	Senin	(4/9).	Kharis	kemudian	mengapresiasi	penanganan	kemanusiaan	dan	bantuan	yang	dilakukan	pemerintah,	dimana	menurut	Presiden	Jokowi,	pemerintah	telah	mengirim	bantuan	makanan	dan	obat-obatan	di	bulan	Januari	dan	Februari	sebanyak	10	kontainer.	Selain	itu	juga	rencana	membangun	sekolah	di	Rakhine	State	dan	juga	segera	akan	membangun	rumah	sakit	pada	Oktober,	di	lokasi	yang	sama.	Namun	demikian,	Kharis	mengingatkan	pemerintah	agar	setiap	bantuan	yang	disalurkan,	diberikan	langsung	kepada	masyarakat	Rohingya	yang	terusir	dan	berduka.	Kharis	tidak	ingin	bantuan	tersebut	diberikan	lewat	pemerintah	Myanmar,	karena	khawatir	tidak	tersalurkan	dengan	baik.	"Perlu	diingat	bantuan	harus	diberikan	langsung	ke	rakyat	Rohingya	yang	terusir	dan	berduka.	Jangan	diserahkan	ke	pemerintah	Myanmar,	baik	bantuan	dari	NGO	kita	maupun	Pemerintah	RI.	Dan	pastikan	tidak	ada	lagi	pengusiran,	pembunuhan	terhadap	rakyat	yang	tidak	bersalah,"	jelas	Kharis.	
Jokowi: Indonesia Sudah Kirim Bantuan untuk Rohingya 
	
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia sudah menyalurkan 
sejumlah bantuan untuk meringankan beban rakyat Myanmar, khususnya di negara bagian Rakhine. "Untuk	penanganan	kemanusiaan	akibat	konflik	tersebut,	pemerintah	sudah	mengirim	bantuan	makanan	dan	obat-obatan	pada	bulan	Januari	dan	Februari	sebanyak	10	kontainer,"	kata	Presiden	Joko	Widodo	di	Istana	Merdeka	Jakarta,	Ahad	(4/9).	Presiden	menyampaikan	pernyataan	resmi	didampingi	oleh	Menteri	Koordinator	Politik	Hukum	dan	Keamanan	(Menkopolhukam)	Wiranto,	Menteri	Sekretariat	Negara	Pratikno	dan	Wakil	Menteri	Luar	Negeri	AM	Fachir.	"(Indonesia)	juga	telah	membangun	sekolah	di	Rakhine	State	dan	juga	segera	membangun	rumah	sakit	yang	akan	dimulai	bulan	Oktober	yang	akan	datang,	di	Rakhine	State,"	ujarnya.	Dua	sekolah	yang	diresmikan	pada	Januari	2017	itu	terletak	di	Desa	La	Ma	Chae	dan	Desa	Thet	Kay	Pyia	Ywar	Ma.	Sekolah	dibangun	dari	hasil	sumbangan	kemanusiaan	masyarakat	Indonesia	yang	dikoordinasi	oleh	Pos	Keadilan	Peduli	Ummah	(PKPU),	salah	satu	anggota	Aliansi	Lembaga	Kemanusiaan	Indonesia	(ALKI)	yang	aktif	memberikan	bantuan	kemanusiaan	di	Myanmar.	"Indonesia	juga	telah	menampung	pengungsi	dan	memberikan	bantuan	yang	terbaik.	Sekali	lagi	kekerasan,	krisis	kemanusiaan	ini	harus	segera	dihentikan,"	kata	Presiden.	Presiden	juga	menugaskan	Menlu	Retno	Marsudi	untuk	datang	ke	Bangladesh,	perbatasan	Myanmar.	"Saya	juga	menugaskan	menlu	untuk	terbang	ke	Dhaka	di	Bangladesh	dalam	rangka	menyiapkan	bantuan	kemanusiaan	yang	diperlukan	pengungsi-pengungsi	yang	berada	di	Bangladesh.	Kita	harapkan	minggu	ini	kita	akan	mengirim	lagi	bantuan	makanan	dan	obat-obatan,"	ujar	Presiden.	Pada	Jumat	(25/8),	sekelompok	gerilyawan	Rohingya	yang	bersenjatakan	pisau	dan	bom	buatan	menurut	pemerintah	setempat	menyerang	lebih	dari	30	pos	polisi	di	Rakhine	utara	hingga	menewaskan	12	orang.	Puluhan	militan	dilaporkan	tewas	dalam	bentrokan	tersebut	dan	bentrokan	lain	sesudahnya.	
Bentrokan	itu	membuat	ribuan	warga	sipil	dari	kedua	komunitas	tersebut	terusir.	Dilaporkan	bahwa	sejumlah	warga	sipil	juga	meninggal	dunia.	Organisasi	"Human	Rights	Watch"	mengatakan,	berdasarkan	data	satelit	menunjukkan	kebakaran	di	setidaknya	10	wilayah.	Pemerintah	mengatakan,	militan	membakar	'desa-desa	kaum	minoritas,'	sementara	para	gerilyawan	mengaitkan	kebakaran	tersebut	dengan	pasukan	keamanan	dan	umat	Buddha	setempat.	Jumlah	warga	Rohingya	yang	berupaya	menyelamatkan	diri	ke	Bangladesh	terus	meningkat.	Organisasi	Internasional	untuk	Migrasi,	IOM	mengatakan,	hingga	Rabu	(30/8),	sekitar	18.500	orang	Rohingya,	kebanyakan	perempuan	dan	anak-anak,	melarikan	diri	ke	Bangladesh.	Namun,	pasukan	Bangladesh	disebut	menghalangi	para	penduduk	Rohingya	itu	menyeberang	ke	Bangladesh.	Aksi	kekerasan	terhadap	etnis	Rohingya	di	Myanmar	meledak	pada	2012	yang	dilakukan	oleh	pemerintah	Myanmar.	Pemerintah	Myanmar	yang	dikuasai	junta	militer	lalu	membuat	sensus	penduduk	mulai	30	Maret	2014	dan	berlangsung	selama	12	hari	namun	ternyata	tidak	mendata	masyarakat	etnis	muslim	Rohingya.	Dalam	sensus	itu,	dicantumkan	kode	nomor	etnis	yang	resmi	diakui	pemerintah	tanpa	etnis	Rohingya.	Penduduk	Myanmar	dalam	sensus	menyebutkan,	masyarakat	beragama	Islam	berjumlah	2,3	persen	dari	total	penduduk	Myanmar	dan	tersebar	di	seluruh	negara	bagian.	Namun,	mereka	bukan	berasal	dari	Muslim	Rohingya	karena	pemerintah	Myanmar	tidak	mendata	etnis	Muslim	Rohingya.	Pemerintah	Myanmar	kerap	berkilah	bahwa	penduduk	Rohingya	adalah	imigran	gelap	dari	Bangladesh	dan	mengingkari	hak	kewarganegaraan	mereka	walaupun	banyak	etnis	Rohingya	yang	mengatakan,	mereka	telah	menetap	di	Myanmar	selama	beberapa	generasi.	Mereka	pun	tinggal	di	salah	satu	negara	bagian	termiskin	di	Myanmar,	dan	gerakan	serta	akses	mereka	terhadap	pekerjaan	sangat	dibatasi.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Indonesia Diminta Intensif Lakukan Lobi Terkait Rohingya 
	
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengajar Hukum Internasional (APHI) mendorong pemerintah 
untuk melakukan lobi-lobi internasional secara intensif dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat 
dunia khususnya ASEAN untuk menghentikan praktik kejahatan genosida atas Rohingya. "Mendukung 
Pemerintah Indonesia untuk melakukan lobi-lobi internasional yang lebih intensif dengan melibatkan 
seluruh anggota masyarakat internasional khususnya negara-negara ASEAN agar Myanmar 
menghentikan praktik kejahatan genosida atas masyarakat Rohingya serta menyelesaikan persoalan ini 
secara permanen dan adil kepada Rohingya dan pemerintah Myanmar," ujar Ketua Asosiasi Pengajar 
Hukum Internasional (APHI) Hikmahanto Juwana di Jakarta, Kamis (7/9). APHI,	kata	dia,	menghimbau	negara-negara	ketiga	khususnya	negara-negara	ASEAN	untuk	menerima	sementara	para	pengungsi	Rohingya.	Dia	mengatakan,	ini	sesuai	Hukum	Internasional	tentang	perlindungan	HAM	di	bawah	naungan	PBB	dan	ASEAN	sampai	ada	jaminan	hukum	yang	pasti	dari	negara	asal	untuk	menerima	kembali	para	pengungsi	tersebut.	"Mendorong	Organisasi	Internasional	yang	bergerak	di	bidang	kemanusiaan	khususnya	UNHCR	untuk	lebih	aktif	dalam	menangani	masalah	pengungsi	warga	Rohingya,"	ujar	dia.	APHI	mendorong	ASEAN	dan	PBB	untuk	segera	membentuk	komisi	investigasi	atas	peristiwa	kemanusiaan	di	Myanmar	dan	melakukan	upaya	penegakan	hukum	atas	peristiwa	tersebut.	Selain	itu,	APHI	menyetujui	pernyataan	pejabat	berbagai	negara	dan	tokoh	dunia	bahwa	ada	dugaan	Pemerintah	Myanmar	melakukan	tindakan	pembersiahan	etnis	dan	diskriminatif	terhadap	suku	bangsa	Rohingya.	Tindakan	tersebut	tidak	ada	dasar	dalam	hukum	internasional	dan	alasan	kepentingan	nasional	suatu	negara	untuk	melakukan	pengusiran	penduduk	sipil	dari	tempat	asalnya	sehingga	melenyapkan	eksistensi	mereka	sebagai	suatu	suku	bangsa.	"Bahwa	kekerasan	yang	dilakukan	aparat	Myanmar	dapat	mengarah	ke	peristiwa	kejahatan	kemanusiaan	dan	genosida	terhadap	penduduk	sipil	Rohingya	yang	dinilai	melanggar	ketentuan-ketentuan	hukum	internasional	mengenai	HAM	dan	Piagam	PBB	sekaligus	mengancam	perdamaian	dan	keamanan	internasional,"	ujar	dia.	Ia	mengatakan	APHI	menyarankan	kepada	Pemerintah	Myanmar	untuk	segera	melakukan	upaya-upaya	baru	yang	mengarah	kepada	perlindungan	kemanusiaan	bagi	warga	sipil	Rohingya.	
	
Dari Myanmar, Menlu ke Bangladesh Bahas Pengungsi Rohingya 
	
REPUBLIKA.CO.ID,YANGON -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi bertolak ke Dhaka, 
Bangladesh, pada Selasa (5/9), setelah sebelumnya bertemu dengan State Counselor Myanmar, Aung 
San Suu Kyi, di Naypidaw. Kunjungan Retno ke Bangladesh merupakan bagian dari rangkaian kunjungan 
untuk membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda negara bagian Rakhine. Di	Bangladesh,	Retno	dijadwalkan	bertemu	dengan	Menlu	Bangladesh	Abul	Hassan	Mahmood	Ali	dan	Perdana	Menteri	Bangladesh	Sheikh	Hasina.	Pertemuan	ini	akan	membahas	mengenai	kondisi	pengungsi	Rohingya	yang	melarikan	diri	dengan	melewati	perbatasan	Bangladesh.	"Menlu	Retno	akan	bertemu	Menlu	Bangladesh	di	Dhaka,	Bangladesh,	bicarakan	tentang	pengungsi	Rohingya,"	ujar	juru	bicara	Kementerian	Luar	Negeri	(Kemlu)	RI,	Arrmanatha	Nasir,	yang	ikut	mendampingi	Menlu	Retno	ke	Dhaka,	Selasa	(5/9).	Menurutnya,	Menlu	Retno	juga	akan	membahas	mengenai	pemberian	bantuan	dari	Indonesia	kepada	para	pengungsi	Rohingya.	Kunjungan	ini	bukan	kunjungan	pertama	Retno	ke	Bangladesh,	akhir	tahun	lalu	ia	juga	menengok	langsung	kamp	pengungsian	Rohingya	di	Cox's	Bazar.	Dalam	pertemuan	sebelumnya	dengan	Suu	Kyi	di	Myanmar,	pada	Senin	(4/9),	Retno	membahas	mengenai	usulan	Indonesia	yang	disebut	Formula	4+1	untuk	Rakhine.	Empat	elemen	itu	terdiri	dari:	(i)	mengembalikan	stabilitas	dan	keamanan;	(ii)	menahan	diri	secara	maksimal	dan	tidak	menggunakan	kekerasan;	(iii)	perlindungan	kepada	semua	orang	yang	berada	di	Rakhine	State,	tanpa	memandang	suku	dan	agama;	dan	(iv)	pentingnya	segera	dibuka	akses	untuk	bantuan	kemanusiaan.	Empat	elemen	pertama	merupakan	elemen	utama	yang	harus	segera	dilakukan	agar	krisis	kemanusian	dan	keamanan	tidak	semakin	memburuk,"	ujar	Retno.	Di	Myanmar,	Menlu	Retno	juga	bertemu	dengan	Panglima	Angkatan	Bersenjata	Myanmar,	Jenderal	Senior	U	Min	Aung	Hlaing.	Ia	menekankan,	Indonesia	dan	dunia	sangat	mengkhawatirkan	perkembangan	situasi	di	Rakhine.	"Otoritas	keamanan	Myanmar	perlu	segera	menghentikan	segala	bentuk	kekerasan	yang	terjadi	di	Rakhine	dan	memberi	perlindungan	kepada	seluruh	masyarakat	termasuk	masyarakat	Muslim,"	tuturnya.	
 
PKS Potong Gaji Anggota Fraksi untuk Rohingya 
	
REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA --  Kepedulian terhadap korban kemanusiaan Rohingya terus mengalir. 
Fraksi PKS yang sedari awal menjadi motor di parlemen dalam menyuarakan keprihatinan atas tragedi 
kemanusiaan Rohingya melengkapi kepeduliannya dengan langkah konkrit memotong gaji anggotanya 
untuk disumbangkan kepada Rohingya. Secara	simbolik	sumbangan	tersebut	diserahkan	kepada	Crisis	Center	PKS	untuk	Rohingya	yang	diterima	langsung	oleh	Ketua	Crisis	Center	PKS,	Sukamta,	di	Ruang	Pleno	Fraksi	PKS,	Selasa,	(12/9).	"Hari	ini	kita	menyerahkan	secara	simbolik	sumbangan	anggota	Fraksi	PKS	dari	hasil	pemotongan	gaji	sebesar	250	juta	kepada	Crisis	Center	PKS	Untuk	Rohingya.	Jumlah	ini	baru	awal	karena	akan	terus	bertambah	melibatkan	seluruh	keluarga	besar	Fraksi	PKS	termasuk	para	pegawai	dan	staf,"	ungkapnya.	Jazuli	Juwaini	menjelaskan	bahwa	kepedulian	terhadap	Rohingya	merupakan	panggilan	tanggung	jawab	kemanusiaan	keluarga	besar	Fraksi	PKS	kepada	sesama	manusia	yang	hari	ini	ternista	di	belahan	dunia	yang	disebut	Rohingya.	"Kita	tidak	bisa	diam	melihat	saudara-saudara	kita	menderita,	dibunuh	dan	disiksa,	serta	terusir	dari	negaranya.	Kita	marah,	mengutuk	keras,	dan	mendesak	penghentian	kekerasan	sambari	secara	kongkrit	mengirimkan	bantuan	materi	kepada	mereka,"	terang	Jazuli.	Fraksi	PKS,	lanjut	Jazuli,	konsen	terhadap	penyelamatan	warga	etnis	Rohingya.	Untuk	itu,	Fraksi	terus	mendorong	Pemerintah	melakukan	langkah	diplomasi	yang	efektif	dan	sejauh	ini	hal	itu	sudah	dilakukan	oleh	Menteri	Luar	Negeri.		"Fraksi	PKS	mengapresiasi	langkah	Menlu	Retno	Marsudi	yang	melakukan	diplomasi	langsung	ke	Myanmar.	Semoga	direspon	serius	dengan	penghentiaan	kekerasan	dan	pembukaan	jalur	bantuan	kemanusiaan,"	katanya.		
	
	
	
	
	
Bangladesh Senang Mendapat Bantuan dari Indonesia 
	
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia terus memberikan sejumlah bantuan untuk 
masyarakat Muslim Rohingya baik yang berada di Myanmar maupun mereka yang sudah berpindah 
tinggal di Bangladesh. Bantuan ini diharap bisa memperbaiki kondisi sosial mereka yang mendapat 
banyak ancaman ketika tinggal di Rakhine State. Menteri	Sekretaris	Negara	(Mensesneg)	Pratikno	mengatakan,	Presiden	Joko	Widodo	telah	menugaskan	Menteri	Luar	Negeri	(Menlu)	Retno	Marsudi	untuk	bernegosiasi	terkait	penanganan	konflik	kemanusiaan	muslim	Rohingya.	Pemerintah	Indonesia	pun	mengajak	negara-negara	Asia	Tenggara	untuk	bisa	membuka	akses	bagi	masyarakat	Rohingya.	"	Selain	ke	Myanmar,	Menlu	juga	telah	melakukan	negosiasi	dengan	Pemerintah	Bangladesh	terkait	ini	(muslim	Rohingya),"	ujar	Pratikno	dalam	acara	Komunikator	Politik	Partai	Golkar,	Jumat	(8/9).		Menlu	Retno,	lanjut	Pratikno,	menyebut	Pemerintah	Bangladesh	cukup	senang	dengan	berbagai	bantuan	yang	dikirimkan	Pemerintah	Indonesia.	Bantuan	yang	dikirim	baik	dalam	bentuk	barang	maupun	uang	dianggap	sangat	membantu	Pemerintah	Banglades	dalam	menangani	masyarakat	Rohingya	yang	berada	di	perbatasan	Bangladesh-Myanmar.	Menurut	Pratikno,	sejuah	ini	banyak	negara	yang	berharap	tinggi	terharap	Indonesia	dalam	menangai	konflik	sosial	ini.	Selain	Perdana	Menteri	Turki,	Presiden	Jokowi	juga	telah	berkomunikasi	dengan	Perdana	Menteri	Australia.	"Harapannya	kepada	Indonesia	memang	sangat	tinggi	karena	indonesia	bisa	dikatakan	satu	satunya	negara	yang	punya	akses	ke	Rakhine	State	di	Myanmar,"	ujarnya.		Harapanan	ini	sangat	tinggi	karena	Indonesia	bisa	dikatakan	menjadi	negara	satu-satunya	yang	memiliki	akses	ke	Rakhine	State	di	Myanmar.	Ini	menjadi	sangat	penting	agar	mampu	mendorong	perbaikan	kebijakan	yang	ada	di	Myanmar.	
 
	
Wamenlu: Salurkan Bantuan untuk Rohingya ke Lembaga Resmi 
	
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) A.M. Fachir mengimbau, bagi 
masyarakat yang ingin menyumbang untuk etnis Rohingya, sebaiknya melalui saluran bantuan yang 
resmi. Pekan depan, rencananya pemerintah Indonesia akan menyampaikan sumbangan apa saja yang 
dibutuhkan oleh para pengungsi di Bangladesh. "Kita	sarankan	agar	dilakukan	(penyumbangan)	melalui	saluran	resmi.	Itu	karena	segala	sesuatunya	harus	disesuaikan	dengan	ketentuan	setempat	dan	kebutuhan,"	ungkap	Fachir	usai	menghadiri	acara	Puisi	Untuk	Rohingya	di	Aula	Gedung	Dakwah	Muhammadiyah,	Menteng,	Jakarta	Pusat,	Ahad	(10/9).	Fachir	mengatakan,	salah	satu	saluran	resmi	untuk	menyalurkan	bantuan	tersebut	adalah	aliansi	kemanusiaan.	Hingga	saat	ini,	kata	Fachir,	pihaknya	belum	menemukan	penyumbang	bantuan	yang	berangkat	secara	swadaya	ke	Bangladesh.		"Belum	lihat	itu	karena	untuk	ke	Bangladesh,	yang	saat	ini	banyak	menampung	pengungsi	itu	selalu	harus	melalui	pemerintah	otoritas	setempat,"	jelasnya.	Fachir	juga	menyebutkan,	sekiranya	pekan	depan,	pihaknya	akan	menyampaikan	bantuan	apa	saja	yang	dibutuhkan	oleh	para	pengungsi	Rohingya	di	Bangladesh.	Penyampaian	informasi	seputar	hal	itu	akan	melihat	persiapan	perjalanan	seperti	pesawat	terlebih	dahulu.	"Itu	sesuai	dengan	kebutuhan	(mereka)	setelah	konsultasi	kita	dengan	otoritas	Bangladesh.	Insyaallah	minggu-minggu	ini,	baik	perjalanan,	pesawat,	dan	sebagainya	itu	harus	dipersiapkan,"	kata	dia.	Ia	juga	menyebutkan	perkembangan	dari	diplomasi	Indonesia	ke	Myanmar	saat	ini.	Menurut	dia,	Indonesia	saat	ini	sedang	fokus	untuk	mempersiapkan	bantuan	kemanusiaan	ke	Bangladesh.	"Itu	juga	merupakan	hasil	dari	kunjungan	Menteri	Luar	Negeri	ke	Bangladesh,"	ucapnya.	
 
	
	
Menlu Tekankan Dubes Myanmar Soal Usulan 4+1 
	
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi kembali menekankan kepada 
Duta Besar Myanmar Ei Ei Khin Ay akan pentingnya Pemerintah Myanmar untuk melaksanakan usulan 
4+1 dalam menyelesaikan konflik di Rakhine. Menlu	menerima	Dubes	Myanmar	untuk	Indonesia	Ei	Ei	Khin	Ay	di	kantornya	di	Kementerian	Luar	Negeri,	Jakarta	Pusat,	Selasa	(9/12).	Ini	setelah	Ei	Ei	menyerahkan	surat	kepercayaan	kepada	Presiden	Joko	Widodo	di	Istana	Merdeka,	Jakarta,	Selasa	pagi.	"Fokus	pertemuan	saya	tadi	adalah	sekali	lagi	mengulang	bagaimana	concern	masyarakat	Indonesia	terhadap	krisis	kemanusiaan	yang	saat	ini	terjadi	di	Rakhine	State	dan	saya	jelaskan	sekali	lagi	satu	per	satu	mengenai	usulan	kita	4	plus	1,"	kata	Retno.	Formula	4+1	yang	diusulkan	Indonesia,	yakni	pertama	mengembalikan	stabilitas	dan	keamanan,	kedua	menahan	diri	secara	maksimal	dan	tidak	menggunakan	kekerasan,	ketiga	perlindungan	kepada	semua	orang	yang	berada	di	Rakhine	tanpa	memandang	suku	dan	agama,	dan	empat	pentingnya	segera	dibuka	akses	untuk	bantuan	kemanusiaan.	Elemen	+1	yang	diajukan	Indonesia	adalah	pentingnya	pelaksanaan	rekomendasi	laporan	Komisi	Penasihat	untuk	Rakhine	yang	dipimpin	mantan	Sekretaris	Jenderal	PBB	Kofi	Annan.	Menlu	Retno	juga	menyampaikan	kepada	Dubes	Ei	Ei	tentang	hasil	pembicaraannya	melalui	telepon	dengan	Menteri	Negara	Urusan	Luar	negeri	Myanmar,	Kyaw	Tin	dan	Menteri	Luar	Negeri	Bangladesh	AH	Mahmood	Ali	terkait	distribusi	bantuan	kemanusiaan	untuk	pengungsi	Rohingya.	Khusus	pembicaraan	dengan	Menteri	Myanmar	Kyaw	Tin,	Menlu	mengonfirmasi	bahwa	Pemerintah	Myanmar	telah	setuju	untuk	membuka	pintu	bagi	bantuan	internasional	yang	dapat	dilakukan	segera	mungkin.	Oleh	karena	itu,	Menlu	meminta	mereka	segera	memberikan	daftar	barang	yang	paling	diperlukan	warga	Rakhine	agar	bantuan	kemanusiaan	dapat	segera	dikirimkan.	"Nah,	tadi	saya	sampaikan	kembali	kepada	Dubes,	tolong	segera	sampaikan	'list'	yang	kita	minta	agar	yang	kita	berikan	ini	sesuai	dengan	apa	yang	mereka	butuhkan.	Karena	kalau	apa	yang	kita	berikan	tidak	sesuai	dengan	apa	yang	mereka	butuhkan	manfaatnya	tidak	akan	optimal,"	kata	dia.	
Menlu	kembali	menekankan	kepada	Dubes	Ei	Ei,	bahwa	semakin	cepat	daftar	barang	yang	diperlukan	dapat	diberikan,	semakin	cepat	pula	Indonesia	dapat	mengirimkan	bantuan	kemanusiaan,	sama	seperti	mekanisme	yang	telah	dilakukan	dengan	pemerintah	Bangladesh.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Gempar Dirikan Posko Peduli Rohingya 
	REPUBLIKA.CO.ID,	MEULABOH	--	Mahasiswa	dan	organisasi	kepemudaan	yang	tergabung	dalam	Gerakan	Masyarakat	Pemuda	Peduli	Rohingya	(Gempar)	mendirikan	posko	penggalangan	dana	kemanusiaan	di	depan	Masjid	Agung	Baitul	Makmur	Meulaboh,	Kabupaten	Aceh	Barat.	Koordinator	Gempar	Jumiadi	di	Meulaboh,	Kamis	(14/9)	mengatakan,	selain	menerima	sumbangan	di	posko,	mereka	juga	melakukan	penggalangan	dana	dengan	aksi	turun	ke	jalan-jalan	meminta	partisipasi	masyarakat.	"Hasil	yang	dikumpulkan	dari	penggalangan	tersebut	akan	disalurkan	untuk	pengungsi	Rohingya	melalui	lembaga	kemanusiaan,"	ujarnya.		Mahasiswa	tersebut	hampir	dari	semua	perguruan	tinggi	yang	berada	di	wilayah	Kabupaten	Aceh	Barat.	Mereka	turun	ke	jalan	menggenakan	baju	almamater	kampus,	membawa	dus	poster	bertuliskan	peduli	Rohingya.	Selain	itu,	penggalangan	dana	juga	dilakukan	dengan	mendatangi	pertokoan,	lembaga	pendidikan	dan	instansi	pemerintah,	aksi	tersebut	berlangsung	hingga	27	September	2017.	"Kita	melakukan	penggalangan	dana	di	jalan,	di	sekolah,	perguruan	tinggi,	toko	dan	kantor	pemerintah	seperti	dinas	dinas	nantinya	di	Aceh	Barat	bersama	rekan	organisasi	yang	telah	ikut	bergabung	dalam	GEMPAR,"	tuturnya.	Posko	sudah	didirikan	sejak	Selasa	(12/9)	dan	aksi	penggalangan	dana	tersebut	berlangsung	selama	15	hari.	Dana	terkumpul	akan	diserahkan	kepada	lembaga	kemanusiaan	yang	sudah	terpecaya	di	Indonesia	yang	kemudian	bisa	disalurkan	langsung	ke	pengungsi	Rohingya.	Aksi	kemanusiaan	muda-mudi	di	Aceh	Barat	tersebut	untuk	memberi	motivasi	masyarakat	untuk	saling	peduli	pada	kaum	minoritas	Rohingya	yang	menjadi	korban	dari	konflik	bersenjata	Pemerintah	Myanmar	dengan	gerakan	anti	pemerintah.		Sebelumnya	OKP	di	daerah	tersebut	juga	melakukan	aksi	simpatik,	serta	zikir	dan	doa	bersama.	Generasi	Aceh	ini	mengutuk	keras	pembantaian	dan	pengusiran	etnis	Rohingya	yang	dilakukan	rezim	militer	Pemerintah	Myanmar.	
	
	
Menlu: Banyak Pihak Berikan Bantuan untuk Rohingya 
	REPUBLIKA.CO.ID,	JAKARTA	--	Pemerintah	siap	mengirimkan	bantuan	kemanusiaan	dalam	waktu	dekat	untuk	etnis	minoritas	Rohingya	yang	mengalami	kekerasan	di	Rakhine,	Myanmar.	Menurut	Menteri	Luar	Negeri	Retno	Marsudi,	bantuan	yang	akan	dikirimkan	tersebut	tak	hanya	berasal	dari	pemerintah,	namun	juga	dari	berbagai	masyarakat	di	Indonesia.	"Alhamdulillah	banyak	sekali	pihak	yang	ingin	memberikan	bantuan	selain	tentunya	bantuan	dari	pemerintah,"	kata	Retno	di	Kompleks	Istana	Kepresidenan,	Jakarta,	Selasa	(12/9).	Retno	mengatakan,	lantaran	banyaknya	kalangan	masyarakat	di	Indonesia	yang	ingin	memberikan	bantuannya	kepada	warga	Rohingya,	pemerintah	harus	mengirimkan	bantuan	secara	bertahap.	Pengiriman	bantuan	dari	Indonesia	ini	tak	hanya	dikirimkan	untuk	pengungsi	Rohingya	yang	berada	di	Myanmar,	namun	juga	pengungsi	yang	berada	di	Bangaldesh.	Sebab,	mayoritas	korban	kekerasan	saat	ini	berada	di	Bangladesh.	Kendati	demikian,	untuk	gelombang	pertama,	pemerintah	akan	mengirimkan	bantuan	terlebih	dahulu	ke	Bangladesh.	"Karena	banyaknya	minat	berbagai	pihak	yang	ingin	menyumbang,	maka	kemungkinan	besar	bantuannya	akan	diterbangkan	ke	Bangladesh,"	jelas	Menlu.	Ia	melanjutkan,	saat	ini	tim	dari	pemerintah	Indonesia	di	Bangladesh	sudah	mempersiapkan	segala	keperluan	untuk	pengiriman	bantuan,	termasuk	mempersiapkan	pendaratan	pesawat	di	Chittagong,	Bangladesh.	"Jadi	tidak	mendarat	di	Cox's	Bazar,	sementara	jarak	antara	Chittagong	dan	Cox's	Bazar	itu	sekitar	170	km,	kalau	dilihat	dari	jarak	tidak	begitu	panjang,	tetapi	kalau	dari	waktu	tempuh	kemungkinan	akan	memerlukan	waktu	tempuh	yang	lebih	lama,"	kata	Retno.	Terkait	jenis	bantuan	yang	akan	dikirimkan,	Menlu	menyampaikan	pemerintah	masih	akan	menunggu	daftar	bantuan	yang	dibutuhkan	oleh	pengungsi	dari	pemerintah	Myanmar.	Bantuan	utama	yang	dibutuhkan	pengungsi	saat	ini	di	antaranya	seperti	beras,	selimut,	pakaian,	perlengkapan	kebersihan,	serta	pakaian	anak-anak.	
	
	
Menlu: Empat Hercules TNI Angkut Bantuan untuk Rohingya 
	
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan, bantuan 
pemerintah Indonesia tahap pertama untuk pengungsi Rohingya di Bangladesh akan diangkut dengan 
empat pesawat Hercules TNI. "Bantuan	tidak	hanya	satu	kloter,	kloter	besok	rencananya	empat	Hercules,	untuk	kedua	dan	ketiga	rencananya	akan	kami	bahas	lebih	lanjut	lagi,	cuma	beda	waktunya	tidak	akan	jauh	satu	dengan	yang	lain,"	kata	Retno	di	Gedung	Kementerian	Luar	Negeri	RI,	Jakarta	Pusat,	Selasa	(12/9).	Bantuan	yang	rencananya	akan	dikirim	melalui	Bandara	Halim	Perdanakusuma,	Jakarta	Timur,	Rabu	(13/9)	tersebut	berupa	beras,	makanan	kering,	minyak	goreng,	tenda,	selimut,	baju,	dan	peralatan	mandi	seperti	sabun,	sikat	gigi,	pasta	gigi,	dan	sampo.	Pesawat	Hercules	pengangkut	bantuan	dari	Indonesia	akan	didaratkan	di	bandara	di	Kota	Chittagong,	sekitar	150	km	dari	pusat	pengungsi	Rohingya	di	Kota	Cox	Bazaar.	Menlu	RI	menjelaskan,	bantuan	kemanusiaan	tahap	pertama	untuk	pengungsi	Rohingya	di	Bangladesh	dapat	segera	dikirimkan	karena	adanya	komunikasi	yang	baik	antara	pemerintah	Indonesia	dan	Bangladesh	melalui	Duta	Besar	RI	di	Dhaka	Rina	Soemarno.	Sebelumnya,	dalam	kunjungan	Menlu	RI	ke	Bangladesh	pada	awal	September	lalu,	telah	meminta	daftar	jenis	bantuan	yang	diperlukan	pengungsi	Rohingya	dari	pemerintah	Bangladesh	sehingga	manfaatnya	bisa	tepat	sasaran	dan	optimal.	"Bantuan	ke	Bangladesh	karena	Bangladesh	ini	menampung	pengungsi	cukup	banyak,	kita	lihat	dari	segi	
numbers,	paling	banyak	ada	di	Bangladesh,	dan	karena	sudah	bahas	dan	respons	cukup	cepat,	maka	kita	bisa	lebih	dulu	ke	Bangladesh,"	kata	Retno.	Oleh	karena	itu,	Menlu	berharap	agar	Pemerintah	Myanmar	juga	dapat	segera	memberikan	daftar	kebutuhan	yang	sangat	diperlukan	bagi	para	warga	Rakhine	itu	sehingga	Indonesia	dapat	segera	mengirimkannya.	"Kita	bukan	karena	Bangladesh	lebih	penting,	lho,	ya,	tapi	karena	komunikasi	sudah	dijalankan	dan	'list'	sudah	diterima	maka	bantuan	akan	dikirim.	Kalau	kita	terima	'list'	dari	Myanmar	maka	sama,	karena	kita	lihat	dua-duanya	penting	untuk	dikirimi	bantuan,"	kata	dia.	Menlu	juga	menekankan,	Pemerintah	Indonesia	akan	berusaha	sekuat	tenaga	untuk	menampung	dan	membantu	proses	pengiriman	bantuan	kemanusiaan	dari	semua	pihak	di	Indonesia	
BNPB: Indonesia Sesuaikan Bantuan dengan Kebutuhan Rohingya 
	
REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pemerintah Indonesia akan menyesuaikan bantuan kemanusiaan 
dengan kebutuhan yang diperlukan oleh para pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh. "Kita	masih	menunggu	hasil	rilis	terakhir	apa	kebutuhan	yang	sangat	mendesak.	Dan	kira-kira	sebesar	apa	yang	harus	kita	beri	dan	menjadi	kebutuhan	mereka	agar	terpenuhi,"	kata	Direktur	Tanggap	Bencana	BNPB	Junjungan	Tambunan	di	Bandara	Sultan	Iskandar	Muda,	Aceh	pada	Rabu	(13/9).	Menurut	Junjungan,	gelombang	pertama	bantuan	bagi	Rohingya	pada	2017	berasal	dari	pemerintah,	baik	kementerian	maupun	lembaga.	Jenis	bantuan	kemanusiaan	yang	dikirimkan	pemerintah	Indonesia	terdiri	atas	beras	20	ton,	gula	1	ton,	tenda	darurat	10	unit,	selimut	7	ribu	helai,	alat	kebutuhan	keluarga	600	paket,	serta	tangki	air	darurat	kapasitas	1.893	liter	sebanyak	10	unit.	Tim	misi	bantuan	kemanusiaan	Indonesia	akan	menyerahkan	bantuan	kepada	Duta	Besar	Indonesia	untuk	Bangladesh	Rina	Soemarno	untuk	diserahkan	kepada	pemerintah	Bangladesh.	"Nanti	pihak	kedutaan	akan	memantau	apakah	ini	sesuai	dengan	maksud	peruntukan	dan	harapan	kita	dan	harapan	dari	para	pengungsi	ini	akan	termonitor	oleh	kita	sekalian	nanti,"	kata	Junjungan.	Pemerintah	mengerahkan	sejumlah	unit	pesawat	angkut	Hercules	C130	TNI	AU	untuk	mengangkut	bantuan-bantuan	yang	terkumpul	bagi	pengungsi	Rohingya	di	Bangladesh.	Junjungan	menjelaskan	TNI	AU	menyiagakan	pesawat	Hercules	di	Lanud	Halim	Perdanakusuma,	Jakarta	untuk	memindahkan	bantuan	dari	wilayah	di	Pulau	Jawa	dan	sekitarnya	menuju	Lanud	Sultan	Iskandar	Muda,	Aceh	sebagai	Posko	Civic	Mission	Indonesia	Pengiriman	Bantuan	Kemanusiaan	untuk	Rohingya.	Kemudian	dari	Aceh,	pesawat	Hercules	akan	mengirimkan	bantuan	kemanusiaan	ke	Bandara	Chittagong,	Bangladesh	untuk	disalurkan	oleh	KBRI.	Menurut	Komandan	Satgas	Civic	Mission	TNI	AU	Marsma	Nanang	Santoso	posko	akan	dioperasikan	selama	kegiatan	pengiriman	bantuan	bagi	pengungsi	Rohingya	berlangsung.	
 
	
Bantuan	Pertama	untuk	Rohingya	Diberangkatkan	dari	Halim	
	REPUBLIKA.CO.ID,	JAKARTA	--	Presiden	Joko	Widodo	didampingi	Menko	PMK	Puan	Maharani,	Menlu	Retno	Marsudi,	dan	Panglima	TNI	Gatot	Nurmantyo	melepas	pengiriman	bantuan	kemanusiaan	untuk	pengungsi	Rohingya	di	Pangkalan	TNI	AU,	Bandara	Halim	Perdanakusumah,	Jakarta,	Rabu	(13/9).	Indonesia	mengirim	34	ton	bantuan	kemanusiaan	untuk	pengungsi	Rohingya	menuju	Bangladesh	menggunakan	empat	pesawat	hercules.	Sebanyak	34	ton	bantuan	kemanusiaan	itu	terdiri	dari	makanan	siap	saji,	paket	sembako,	family	kit,	tangki	air,	tenda	untuk	pengungsi,	pakaian	anak	serta	selimut.										
Pesawat Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya Singgah di Aceh	
	
REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Empat pesawat Hercules yang mengangkut bantuan kemanusian 
bagi masyarakat Rohingya yang berada di Bangladesh tiba di panggkalan udara TNI Sultab Iskandar 
Muda, di Banda Aceh. Keempat pesawat ini terlebih dahulu singgah di Aceh untuk selanjutnya berangkat 
ke Cittagong, Bangladesh. Keempat	pesawat	Hercules	A-1319,	A-1326,	A-1335,	dan	A-1316	memang	tidak	diberangkatkan	langsung	menuju	Bangladesh.	Sebab	kondisi	bandara	di	Cittagong	yang	tidak	memungkinkan	menerima	empat	pesawat	Hercules	dari	Indonesia	secara	sekaligus.	Dari	informasi	yang	didapat	Republika.co.id,	pesawat	Hercules	Indonesia	kemungkinan	yang	bisa	berangkat	ke	Cittagong	hanya	dua.	Sedangkan	dua	pesawat	lain	terbang	dengan	jarak	waktu	berbeda.	Selain	bandara	yang	tidak	terlalu	luas	untuk	menampung	pesawat	Hercules	dari	Indonesia,	negara	lain	yang	akan	memberikan	bantuan	disebut	bakal	datang	bersamaan	dengan	pesawat	dari	Indonesia.	Sebelumnya,	Presiden	Joko	Widodo	(Jokowi)	melepas	bantuan	kemanusiaan	untuk	para	pengungsi	Rohingya	yang	berada	di	Bangladesh,	di	Pangkalan	TNI	AU	Halim	Perdanakusuma,	Jakarta.	Pengiriman	bantuan	kemanusiaan	ini	merupakan	kloter	pertama	dan	akan	dikirimkan	secara	bertahap	ke	perbatasan	Bangladesh	dan	Myanmar.	"Alhamdulillah	pada	hari	ini	13	September	2017,	kita	semua	dapat	memberangkatkan	bantuan	kemanusiaan	tahap	pertama	untuk	para	pengungsi	dari	Rakhine	state	yang	saat	ini	berada	di	perbatasan	Bangladesh	Myanmar,"	kata	Presiden	di	Pangkalan	TNI	AU	Halim	Perdanakusuma	di	Jakarta,	Rabu	(13/9).	Sejumlah	bantuan	yang	akan	dikirim	kali	ini	berupa	pakaian	sandang,	tenda,	family	kit,dan	bahan	makanan	pokok.	Bantuan	ini	bukan	menjadi	banyuan	terakhir	karena	pemerintah	Indonesia	berkomitmen	untuk	terus	memberikan	bantuan	terhadap	masyarakat	Rohingya.				
Presiden Lepas Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya 
	REPUBLIKA.CO.ID,	JAKARTA	--	Presiden	Joko	Widodo	melepas	bantuan	kemanusian	untuk	para	pengungsi	etnis	Rohingya	yang	berada	di	perbatasan	Bangladesh	dan	Myanmar	"Dengan	mengucap	Bismillahirrahmannirrahim	bantuan	kemanusian	dari	Indonesia	menuju	perbatasan	Bangladesh-Myanmar	saya	nyatakan	diberangkatkan,"	kata	Presiden	saat	di	Pangkalan	Udara	Halim	Perdanakusuma	Jakarta,	Rabu	(13/9).	Jokowi	mengatakan	Indonesia	bisa	memberangkatkan	bantuan	kemanusian	tahap	pertama	untuk	para	pengungsi	dari	Rakhine	State,	Myanmar,	yang	saat	ini	berada	di	perbatasan	Bangladesh-Myanmar.	"Jadi	perlu	saya	sampaikan	ini	adalah	pemberangkatan	yang	pertama.	dan	Insya	Allah	minggu	depan	akan	diberangkatkan	lagi	yang	kedua,	yang	ketiga	dan	seterusnya,"	kata	Jokowi.	Presiden	mengatakan	bantuan	ini	dapat	dilakukan	setelah	dia	menugaskan	dan	mengutus	Menteri	Luar	Negeri	Retno	Marsudi	untuk	berbicara	dengan	Pemerintah	Bangladesh	dengan	Myanmar	untuk	membahas	bantuan	kemanusian	yang	diperluakan.	"Dan	pada	hari	ini	akan	diberangkatkan	oleh	empat	pesawat	Hercules	yang	di	dalamnya	ada	beras,	bantuanan	makanan	siap	saji,	family	kit,	tenda	pengungsi,	tangki	air,	pakaian	anak	serta	selimut,	karena	barang-barang	inilah	yang	sangat	diperlukan,"	katanya.	Presiden	juga	menjelaskan	bahwa	bantuan	tersebut	dikirim	pesawat	agar	cepat	sampai	ke	para	pengungsi	yang	saat	ini	sangat	membutuhkan.	"Kenapa	kita	memakai	pesawat,	karena	dari	pengalaman	yang	lalu	pakai	kontainer	memakan	waktu	yang	lama.	Padahal	bantuan	ini	sangat-sangat	dibutuhkan	secepatnya	sampai	dipakai	oleh	para	pengungsi	di	perbatasan	Bangladesh	dan	Myanmar,"	katanya.	Jokowi	juga	mengucapkan	terima	kasih	kepada	pemerintah	Banglasdesh	dan	Myanmar	yang	telah	memberikan	akses	bantuan	ini	bisa	disalurkan.	"Kita	harapkan	nantinya	bantuan	ini	akan	sampai	mendekati	lokasi	yang	diinginkan	kurang	lebih	170	kilometer	dari	bandara	yang	ada	kemudian	baru	diangkut	oleh	truk	menuju	ke	lokasi	pengungsi	yang	berada	di	perbatasan	Bangladesh	dan	Myanmar,"	katanya.	Jokowi	juga	mengucapkan	terima	kasih	kepada	semua	pihak	yang	membantu	dan	bersama-sama	dengan	pemerintah,	baik	dari	masyarakan,	ormas,	pemda,	para	pengusaha,	yang	juga	mengirimkan	bantuan-bantuan	kepada	saudara-saudara	para	pengungsi	etnis	Ronghiya	dari	Rakhine	State,	baik	yang	berada	di	Myamnar	maupun	di	Bangladesh.		
BNPB Pastikan Bantuan untuk Rohingya Segera Didistribusikan 
	REPUBLIKA.CO.ID,	CHITTAGONG	--	Direktur	Tanggap	Darutat	Badan	Nasional	Penanggulangan	Bencana	(BNPB)	Jungjungan	Tambunan	berupaya	agar	bantuan	yang	sudah	tiba	di	Bandara	Shah	Amanat	bisa	segera	dikirimkan	ke	kota	Cox	Bazar	dekat	dengan	kamp	pengungsi	Rohingya.	Barang	bantuan	berupa	10	tenda,	7.000	helai	selimut,	dan	10	ton	beras	yang	telah	datang	di	Bangladesh	terlebih	dahulu	akan	disimpan	di	gudang	bandara.	Setelah	itu	kemudian	akan	dikirimkan	ke	kamp	pengungsian.	"Kita	bisa	besok	jalan	atau	malam	ini.	Melihat	kondisi	dan	situasi	yang	ada,"	kata	Jungjungan,	Kamis	(14/9).	Dia	menjelaskan,	sejauh	ini	BNPB	terus	melakukan	koordinasi	dengan	kedutaan	besar	Indonesia	di	Bangladesh,	maupun	kelompok	masyarakat	yang	ikut	membantu	masyarakat	Rohingya	di	Cox	Bazzar	untuk	mengetahui	kebutuhan	apa	saja	yang	harus	segera	disediakan.	Sehingga,	untuk	kedatangan	bantuan	berikutnya	dari	Indonesia	bisa	disesuaikan.	Kadisopslat	AU	Marsma	TNI	Nanang	Santoso	bersyukur	bantuan	yang	telah	dilepas	secara	resmi	oleh	Presiden	Joko	Widodo	pada	Rabu	(13/9)	bisa	sampai	di	Bangladesh.	Walaupun	belum	semua	pesawat	pengangkut	bantuan	bisa	sampai,	tapi	dua	pesawat	yang	tiba	lebih	awal	membawa	barang	yang	paling	dibutuhkan	masyarakat	Rohingya.	"Ini	merupakan	bantuan	tahap	pertama	dari	Indonesia.	Akan	bantuan	bantuan	tahap	berikutnya,"	ujar	Nanang.	Nanang	menjelaskan,	bahwa	ada	dua	pesawat	Hercules	yang	masih	berada	di	Bandara	Lanud	Sultan	Iskandar	Muda.	Dia	berharap	pemerintah	Bangladesh	bisa	segera	mengeluarkan	izin	di	bandara	Shah	Amanat	agar	bantuan	Indonesia	bisa	segera	tiba.	"Kalau	tadi	ada	informasi	rencananya	besok	dua	pesawat	lain	berangkat	dengan	jadwal	penerbangan	yang	sama	(13.00	dan	15.00	WIB),"	ujar	Nanang.				
Bantuan Indonesia untuk Muslim Rohingya Sampai di Bangladesh	
		
REPUBLIKA.CO.ID, CHITTAGONG -- Bantuan kemanusiaan yang dikirim pemerintah Indonesia untuk 
masyarakat Rohingya di Bangladesh akhirnya tiba. Barang berupa tenda, selimut, beras, dan makanan 
lain tiba terlebih dahulu dengan dua pesawat Hercules. Duta	Besar	Indonesia	untuk	Bangladesh	Rina	Soemarno	mengatakan,	pemerintah	Bangladesh	sudah	menanti	bantuan	yang	akan	dikirimkan	Pemerintah	Indonesia.	Meski	terdapat	sejumlah	kendala	administrasi,	tapi	bantuan	ini	sudah	sangat	ditunggu.	Setelah	diturunkan	dari	pesawat,	barang	bantuan	ini	terlebih	dahulu	disimpan	digudang.	Setelah	melalui	pengecekan	barulan	bantuan	ini	bisa	di	bawa	ke	Cox	Bazar	yang	merupakan	kota	terdepat	dari	kamp	pengungsian.	"Kita	akan	kirim	secepatnya	ke	sana	(Cox	Bazar).	Tapi	tetap	kita	harus	menyelesaikan	semua	administrasi	dulu.	Karena	kita	kirim	barang	juga	menggunakan	jasa	ekspedisi,"	kata	Rina	Soemarno,	Kamis	(14/9).	Jalan	menuju	Cox	Bazar	dari	Chittagong	cukup	lama.	Dengan	jarak	tempuh	mencapai	170	km,	maka	waktu	yang	diperlukan	bisa	memakan	tujug	sampai	delapan	jam	melalui	jalur	darat.	Rina	menjelaskan,	kondisi	pengungsi	di	kamp	dengan	Cox	Bazar	memang	sangat	memprihatinkan.	Kamp	penampungan	yang	sudah	dibangun	tidak	mencukupi	lagi	bagi	pengungsi	yang	terus	berdatangan.	Pengungsi	Rohingya	ada	yang	harus	tidur	di	bawah	tenda	dadakan	yang	dibuat	dari	bambu	dan	terpal.	Tenda	ini	sewaktu-waktu	bisa	rubuh	ketika	diterjang	hujan	deras	atau	angin	kencang.	Untuk	itu	adanya	tenda	dari	Indonesia	diharap	bisa	memberikan	tempat	berteduh	yang	lebih	baik.	Kondisi	di	kamp	pengungsian	pun	cukup	memprihatinkan.	Kawasan	yang	sangat	becek	dan	minim	penerangan	membuat	masyarakat	Rohingya	sulit	beraktivitas.	Belum	lagi	suplai	makanan	yang	terbatas	bagi	mereka.	"Mereka	sudah	sangat	memprihatinkan	karena	mulai	terserang	penyakit,"	ujarnya.		
Bangladesh: Bantuan dari Indonesia Sangat Membantu Rohingya	
 
REPUBLIKA.CO.ID, CHITTAGONG -- Pemerintah Bangladesh menghaturkan terimakasih atas bantuan 
yang telah didatangkan dari Indonesia. Bantuan yang ditujukan untuk masyarakat Rohingya yang ada di 
Bangladesh akan sangat membantu. Deputi	Komisaris	Chittagong	Md	Zillur	Rahman	Chowdury	mengatakan,	tindakan	pemerintah	Indonesia	untuk	segera	mengirimkan	bantuan	sangat	tepat.	Sebab	saat	ini	telah	ada	lebih	dari	500	ribu	pengungsi	Rohingya	yang	menyebrang	dari	Myanmar	ke	Bangladesh.	"Kami	cukup	sulit	menyediakan	tempat	penampungan	dan	makanan,	serta	hal	lainnya	langsung	kepada	semua	orang	ini	(masyarakat	Rohingya),"	kata	Zillur	ketika	menerima	bantuan	secara	resmi	si	Bandarw	Shah	Amanat,	kemarin	Kamis	(14/9).	Zillur	mengatakan,	meski	pemerintah	Bangladesh	cukup	kesulitan	memberikan	bantuan	tapi	pihaknya	tetap	berupaya	memberikan	dukungan	bagi	masyarakat	Rohingya.	Sebab	pemerintah	Bangldesh	merasa	prihatin	dengan	tekanan	bagi	masyarakat	Rohingya	dari	negaranya	sendiri.	Selain	Indonesia,	sejumlah	negara	juga	telah	memberikan	sinyal	memberi	bantuan	bagi	Rohingya	seperti	Malaysia,	Maroko,	India,Azebeijan	dan	beberapa	negara	lain.	"Jadi	ini	respon	sangat	bagus	dan	tindakan	tepat	oleh	semua	pemerinyahan.	Dan	yang	lebih	jelas	akan	lebih	mudah	bagi	Bangladesh	untuk	menangank	situasi	ini,"	ujarnya.	
 			
Bantuan Indonesia untuk Rohingya Masih Tertahan di Chittagon 
	
REPUBLIKA.CO.ID, CHITTAGONG -- Bantuan dari pemerintah Indonesia yang telah dikirimkan ke 
Chittagong, Bangladesh, untuk diberikan ke masyarakat Rohingya yang berada di kota Cox's Bazar 
masih tertahan di Bandara Shah Amanat. Bantuan ini masih berada di gudang bandara untuk menanti 
bantuan yang dikirim dengan dua pesawat Hercules berikutnya yang akan tiba sore dan malam hari. Duta	Besar	Indonesia	untuk	Bangladesh	Rina	P	Soemarno	mengatakan,	Kedutaan	Besar	Republik	Indonesia	(KJRI)	dan	Badan	Nasional	Penanggulangan	Bencana	(BNPB)	masih	berkoordinasi	dengan	pemerintah	lokal.	Sebab	gudang	barang	bantuan	di	Cox's	Bazar	dikabarkan	masih	penuh	sehingga	sulit	menerima	bantuan	dari	sejumlah	negara.	"Makanya	kita	harus	melakukan	assesment	dengan	detail	mengenai	barang	apa	saja	yang	dibutuhkan	dan	bisa	dimanfaatkan,"	kata	Rina,	Jumat	(15/9).	Selain	berkoordinasi	dengan	pemerintah	sekitar	kamp	pengungsi	Rohingya,	KJRI	dn	BNPB	juga	berkoordinasi	dengan	sejumlah	organisasi	internasional	yang	sudah	berada	di	kamp	pengungsian.	Organisasi-organisasi	ini	biasanya	memberikan	data	barang	apa	yang	mereka	butuhkan	untuk	kemudian	disuplai	oleh	pemerintah	Indonesia.	Menurut	Rina,	sejak	kedatangan	para	pengungsi	baru	dari	masyarakat	Rohingya	pemerintah	Bangladesh	sudah	memberikan	data	barang	apa	sja	yang	dibutuhkan	untuk	membantu	mereka.	Namun,	seiring	berjalannya	hari	kebutuhan	tersebut	berubah-ubah	sehingga	perlu	disesuaikan	kembali.	Untuk	itu	perlu	persetujun	akhir	dari	pemerintah	setempat	agar	barang	yang	dikirimkan	ke	Cox's	Bazar	bisa	langsung	dimanfaatkan	dalam	membantu	kebutuhan	masyarakat	Rohingya.	Dengan	penumpukan	barang	di	gudng	yang	ada	di	kota	terdekat	dengan	kamp	pengungsi	maka	pengiriman	barang	pun	harus	berjalan	perlahan.			
Gelombang Pertama Bantuan Indonesia  
untuk Rohingya Tiba Seluruhnya 
 
REPUBLIKA.CO.ID, CHITTAGONG -- Bantuan gelombang pertama untuk masyarakat Rohingya yang 
melintas ke selatan Bangladesh telah tiba seluruhnya di Bandara Shah Amanat, Chittagong. Bantuan ini 
dibagi dalam empat penerbangan dalam dua hari. Pesawat	Hercules	yang	pertama	tiba	di	Chittagong,	Kamis	(14/9)	sekitar	pukul	18.00	waktu	setempat.	Pesawat	ini	mengangkut	7.000	selimut	dan	10	tenda	dengan	ukuran	besar.	Pesawat	kedua	tiba	dua	jam	setelahnya	sekitar	pukul	20.00.	Pesawat	ini	mengangkut	beras	10	ton	dan	satu	ton	gula	pasir.	Sehari	berikutnya,	Jumat	(15/9),	tiba	pesawat	Hercules	ketiga	yang	mengangkut	600	paket	alat	mandi	dan	9.000	paket	sandang.	Di	hari	yang	sama	dengan	jam	kedatangan	yang	berbeda	tiba	pesawat	hercules	terakhir	yang	membawa	10	ton	beras.	Meski	semua	bantuan	sudah	tiba	di	bandara,	nyatanya	barang-barang	yang	dibutuhkan	masyarakat	Rohingya	tersebut	belum	bisa	tersalurkan.	Bantuan	ini	masih	tertahan	di	gudang	bandara,	padahal	pemerintah	Indonesia	berharap	bantuan	tersebut	bisa	segera	digunakan	para	pengungsi	Rohingya.	Direktur	Cepat	Tanggap	Badan	Nasional	Penanggulangan	Bencana	(BNPB)	Junjungan	Tambunan	mengatakan,	memang	rencananya	tim	advance	akan	melakukan	assesment	terlebih	dahulu	ke	kota	Coxks	Bazar	dan	kamp	pengungsi	Rohingya	di	Kutupalong.	Namun,	dengan	kondisi	yang	tidak	memungkinkan	karena	adanya	kericuhan	saat	pembagian	makanan,	maka	tim	advance	pun	belum	tentu	bisa	masuk	ke	sana	dalam	waktu	cepat.	"Kita	masih	menunggu	informasi	terbaru	dari	kedutaan	besar	di	sini	(Bangladesh),"	kata	Junjungan,	Jumat	(15/9).	
 
Dubes: Bantuan RI untuk Rohingya Dititipkan ke Bangladesh 
	REPUBLIKA.CO.ID,	CHITTAGONG	--	Duta	Besar	RI	untuk	Bangladesh	Rina	Soemarno	mengatakan	pengiriman	bantuan	kemanusiaan	pemerintah	RI	bagi	pengungsi	Rohingya	yang	dititipkan	kepada	pemerintah	Bangladesh	akan	dilakukan	secara	bertahap.	"Jadi	pengiriman	barang	juga	mesti	dilakukan	secara	seksama	dan	pelan-pelan.	Dan	memungkinkan	juga	gudang	pemerintah	tidak	terlalu	penuh	dengan	barang	karena	pemerintah	daerah	juga	akan	menyalurkan	barang	itu	ke	wilayah	gudang	mana	di	Cox's	Bazar,"	kata	Rina	saat	jumpa	pers	di	Chittagong,	Bangladesh	usai	melakukan	rakor	penyaluran	bantuan	kemanusiaan	bagi	pengungsi	Rohingya	pada	Jumat	(15/9).	Menurut	Dubes	Rina	saat	ini	pihaknya	juga	terus	melakukan	penghitungan	kebutuhan	darurat	bagi	pengungsi	Rohingya.	Peninjauan	kebutuhan	ke	daerah-daerah	pengungsian	perlu	dilakukan	kembali	untuk	melihat	bantuan	apa	saja	yang	dibutuhkan	oleh	para	pengungsi	agar	bantuan	tepat	guna.	Rencananya	pada	Sabtu	(16/9),	tim	peninjau	bersama	BNPB	akan	melakukan	"need	assesment"	di	daerah	pengungsian	di	Cox's	Bazar.	"Yang	besok	akan	dilakukan	adalah	kunjungan	ke	sana	untuk	mencocokkan	apa	yang	kita	punya	dengan	kondisi	di	lapangan.	Jangan	sampai	barang	yang	kita	kirimkan	ternyata	di	sini	tidak	bisa	dipakai,"	ujar	Rina.	Indonesia	telah	mengirimkan	bantuan	kemanusiaan	bagi	pengungsi	Rohingya	dan	diterima	oleh	pemerintah	Bangladesh	pada	Kamis	terdiri	dari	beras	10	ton,	tenda	10	unit	dan	selimut	7.000	helai.	Perwakilan	pemerintah	Bangladesh	telah	menerima	kiriman	bantuan	itu	dan	akan	mendistribusikannya	kepada	organisasi	kemanusiaan	internasional	untuk	dibagikan	kepada	warga	Rohingya.	"Kami	berterimakasih	kepada	pemerintah	Indonesia.	Peran	ini	sangat	tepat	bagi	etnis	Rohingya	yang	mengungsi	di	Bangladesh,"	kata	Deputy	Commissioner	Chittagong	Md	Zillur	Rahman	Chowdhury	pada	Kamis	(14/9).	Sementara	itu,	dua	pesawat	C130	Hercules	TNI	AU	akan	kembali	tiba	di	Bandara	Hazrat	Shah	Amanat	pada	Jumat	pukul	17.00	dan	19.00	waktu	setempat	membawa	bantuan	"family	kit",	logistik	dan	beras.		
Tim Pengirim Bantuan Belum Bisa Capai Pengungsian Rohingya 
	REPUBLIKA.CO.ID,	CHITTAGONG	--	Tim	penilai	kebutuhan	bantuan	bagi	pengungsi	Rohingya	dari	Indonesia	belum	dapat	mencapai	kawasan-kawasan	pengungsian,	salah	satunya	bernama	Kutupalong,	yang	menjadi	daerah	pengungsian	di	Distrik	Cox's	Bazar.	"Perkembangan	terakhir	tadi	Ibu	Dubes	Rina	Soemarno	mengatakan	dia	belum	memaksakan	untuk	ke	sana	dan	belum	menyarankan	karena	kondisi	keamanan,"	kata	Direktur	Tanggap	Darurat	BNPB	Junjungan	Tambunan	ditemui	di	Bandara	Hazrat	Shah	Amanat	pada	Jumat	(15/9).	Ia	menjelaskan	KBRI	terus	berkoordinasi	dengan	pemerintah	Bangladesh	untuk	keamanan	perjalanan	tim	penilai	kebutuhan	bantuan.	Insiden	rebutan	makanan	dan	bahan	bantuan	terjadi	di	daerah	Cox's	Bazar.	Oleh	karena	itu,	Dubes	RI	untuk	Bangladesh	Rina	Soemarno	juga	terus	melakukan	koordinasi	dengan	beberapa	relawan	Indonesia	yang	ada	di	lokasi	itu.	Selain	itu,	Junjungan	memastikan	pemerintah	Bangladesh	akan	menyalurkan	sejumlah	bantuan	asal	RI	yang	telah	diberikan	tersebut.	"Ini	sedang	dilakukan	karena	ada	hubungannya	dengan	kondisi	darurat	yang	sementara	dikerjakan	oleh	saudara-saudara	kita,	militer	dari	Bangladesh,	untuk	melakukan	pergeseran	bantuan-bantuan,"	katanya.	Rencananya,	tim	penilai	kebutuhan	bantuan	akan	memasuki	daerah	pengungsian	pada	Jumat	(15/9),	namun	batal	akibat	adanya	kondisi	keamanan	yang	tidak	memungkinkan.	Menurut	keterangan	Dubes	Rina,	kericuhan	sempat	terjadi	di	wilayah	Kutupalong,	Distrik	Cox's	Bazar,	karena	ada	pengungsi	yang	berebut	bantuan	makanan	distribusi	dari	negara	lain	yang	berada	di	pinggir	jalan	sehingga	tertabrak	lalu	lintas	kendaraan.	Pemerintah	Indonesia	telah	menuntaskan	gelombang	pertama	pengiriman	bantuan	kemanusiaan	bagi	etnis	Rohingya	di	Bangladesh.	Melalui	empat	sorti	penerbangan	Hercules	TNI	AU,	Indonesia	mengirimkan	20	ton	beras,	1	ton	gula,	10	unit	tenda	darurat,	7.000	selimut,	600	paket	"family	kit",	900	paket	sandang,	sejumlah	tangki	air	darurat.			
Indonesia Kembali Kirim Bantuan Bahan Pangan untuk Rohingya 
	
REPUBLIKA.CO.ID, CHITTAGONG -- Bantuan berupa bahan pangan untuk pengungsi Rohingya dari 
pemerintah Indonesia kembali tiba di Bangladesh, Sabtu (16/9). Menurut	laporan	Antara	di	Bandara	Hazrat	Shah	Amanat,	Chittagong	pada	Sabtu	siang	telah	mendarat	pesawat	C130	Hercules	TNI	AU	pada	pukul	10.00	waktu	setempat.	Pesawat	tersebut	mengantarkan	10,5	ton	beras	bagi	masyarakat	Rohingya.	Selain	itu,	pada	pukul	12.00	waktu	Bangladesh	juga	mendarat	Hercules	TNI	AU	yang	mengantarkan	bahan	pangan	cepat	saji,	lampu,	dan	generator	listrik.	Pesawat	A1316	tersebut	tiba	lebih	awal	pada	pukul	11.50	waktu	setempat	dan	segera	menurunkan	barang	bantuan	dibawa	ke	gudang	penyimpanan	pemerintah	Bangladesh.	Total	bantuan	yang	dibawa	pada	Sabtu	adalah	seberat	20	ton	dengan	rincian	10,5	ton	beras	dan	9,5	ton	barang	logistik	dan	keperluan	darurat	yaitu	makanan	instan,	lampu	darurat,	selimut	dan	generator.	Hingga	pada	Sabtu,	tim	peninjauan	kebutuhan	bantuan	Indonesia	belum	dapat	masuk	ke	kawasan	pengungsi	di	Cox's	Bazar.	Kedutaan	Besar	RI	di	Bangladesh	terus	berupaya	untuk	mendapatkan	izin	dan	pengawalan	keamanan	bagi	tim	untuk	meninjau	kebutuhan	bantuan	bagi	etnis	Rohingya.						
Bantuan Indonesia Kemungkinan Digeser ke Myanmar 
	
REPUBLIKA.CO.ID, CHITTAGONG -- Pemerintah Indonesia kemungkinan akan menggeser alur 
pendistribusian barang untuk masyarakat Rohingya. Sebelumnya enam pesawat berangkat ke Bandara 
Shah Amanat di Chittahong, Bangladesh. Bantuan kini bisa saja dikirimkan ke bandara yang berada di 
Myanmar Selatan dekat dengan perbatasan negara Bangladesh. Kadisopslat	Angkatan	Udara	Marsma	TNI	Nanang	Santoso	mengatakan,	ada	infomasi	bahwa	pemerintah	Myanmar	telah	membuka	akses	bagi	negara	lain	memberikan	bantuan	yang	ditujukan	kepada	masyarakat	Rohingya.	Dengan	dibukanya	akses	tersebut	bisa	saja	bantuan	berikutnya	yang	akan	diberangkatkan	tidak	ditujukan	ke	Bangladesh,	tapi	ke	Myanmar.	"Informasi	itu	sampai	saat	ini	masih	dalam	koordinasi.	Akan	ada	rapat	lanjutan,	kami	nanti	menyesuaikan	ini	(bantuan)	langsung	ke	Myanmar	atau	ke	sini	(Bangladesh),"	ujar	Nanang,	Sabtu	(16/9).	Menurutnya,	tujuan	pendistribusin	masih	akan	dibicarakan	antara	petinggi	negara,	tergantung	dari	kebutuhanan	pada	masing-masing	pihak.	Namun,	selama	ada	barang	yang	dibutuhkan	dan	harus	didistribusikan	kemanapun	tujuannya	angkatan	udara	akan	terus	mengirimkan	bantuan	tersebut	menggunakan	pesawat	Hercules.	Direktur	Tanggap	Darurat	Badan	Nasional	Penanggulangan	Bencana	(BNPB)	Junjungan	Tambunan	mengatakan,	bantuan	ke	Myanmar	bagi	masyarakat	Rohingya	masih	melihat	situasi	terbaru.	Kalau	memang	pemerintah	Myanmar	membutuhkan	bantuan	tersebut	dan	membuka	akses	bisa	saja	barang	yang	dipersiapkan	terlebih	dahulu	berangkat	ke	sana.		Meski	demikian,	sejauh	ini	belum	ada	kepastian	kembali	negara	mana	yang	akan	dituju	untuk	pemberangkatan	pesawat	bantuan	berikutnnya.	"Tapi	kalau	sekarang	pengungsi	masih	mendominasi	di	sekitar	Cox's	Bazar,"	ujarnya.					
AKIM Bawa Rp 3,5 Miliar Bantuan untuk Masyarakat Rohingya		
	
 
REPUBLIKA.CO.ID, CHITTAGONG -- Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) akan 
segera berangkat ke Bangladesh. Keberangkatan mereka untuk menyalurkan bantuan yang telah 
digalang dari berbagai masyarakat Indonesia.	Koordinator	AKIM	Ali	Yusuf	mengatakan,	pihaknya	sudah	melakukan	sejumlah	persiapan	dalam	misi	kemanusiaan	di	Bangladesh	untuk	masyarakat	Rohingya.	Rencanya	Ahad	(17/9)	besok	tim	adavance	akan	berangkat	ke	Dhaka	untuk	berkoordinasi	dengan	kedutaan	besar	Republik	Indonesia	(KBRI)	setempat.	"Kita	koordinasi	untuk	tahu	barang	apa	yang	dibutuhkan	di	Cox's	Bazar	tempat	kamp	penampungan,"	kata	Ali	ketika	dihubungi	dari	Chittahong,	Sabtu	(16/9).	Ali	menjelaskan,	pihaknya	telah	meminta	bantuan	KBRI	agar	bisa	dipermudah	dalam	memberikan	bantuan	bagi	masyarkat	Rohingya.	Rencananya	AKIM	akan	membawa	uang	tunai	mencapai	RP	3,5	miliar	yang	bisa	dibelanjakan	perlengkapan	kebutuhan	masyarakat	Rohingya.	Kemudian	setelah	ada	kepastian	jumlah	tim	yang	bisa	diberangkatkan	AKIM	akan	menerbangkan	kembali	relawan	yang	direncanakan	berangkat	pada	22	September	ke	Dhaka,	untuk	selanjutnya	melalui	jalur	darat	menuju	Cox's	Bazar.						
Sumbar akan Tambah Donasi untuk Rohingya Hingga Rp 1 Miliar 
	REPUBLIKA.CO.ID,	PADANG	--	Pemerintah	Provinsi	Sumatra	Barat	berniat	menambah	donasi	untuk	pengungsi	Rohingya	hingga	Rp	1	miliar.	Untuk	sementara	ini,	donasi	yang	sudah	terkumpul	sebesar	Rp	150	juta	dan	rencananya	akan	disalurkan	melalui	Aksi	Cepat	Tanggap	(ACT).	Gubernur	Irwan	Prayitno	menyebutkan,	donasi	dikumpulkan	dari	seluruh	pegawai	di	lingkungan	Pemda	dan	penyaluran	dari	Badan	Amil	Zakat	Nasional	(Baznas)	Sumbar.	"Kita	masih	menunggu	tambahan	donasi	ini.	Nanti	disalurkan	kepada	ACT.	Mereka	punya	list	kebutuhan	obat-obatan,	makan,	minum,	tempat	tinggal,	semua	mereka	punya.	Dia	amanahlah,"	ujar	Irwan	ditemui	di	kompleks	Kantor	Gubernur	Sumatra	Barat	akhir	pekan	ini.	Sementara	itu,	Anca	Rahadiansyah,	selaku	Team	Leader	ACT	SOS	Rohingya	menjelaskan	bahwa	seluruh	donasi	dalam	bentuk	uang	yang	dikumpulkan	melalui	ACT	akan	dikonversi	ke	barang-barang	dan	logistik	yang	dibutuhkan	pengungsi.	Sumbangan	yang	paling	dibutuhkan	oleh	masyarakat	Rohingya	di	Rakhine	dan	pengungsi	di	luar	Myanmar	terutama	adalah	bantuan	medis,	paket	sembako,	dan	shelter	untuk	tempat	tinggal.	Meski	begitu,	ACT	juga	menerima	sumbangan	pakaian	pantas	pakai	untuk	disalurkan	kepada	para	pengungsi.	Anca	menyebutkan,	hingga	saat	ini	bantuan	untuk	Rohingya	didominasi	oleh	bantuan	perseorangan	donatur	dan	berbagai	sumbangan	dari	komunitas.	Sebagian	lain	disumbangkan	oleh	Baznas,	BUMD/BUMN,	dan	Pemda	di	Indonesia.	"Alhamdulillah	untuk	Sumbar	ACT	sudah	mengumpulkan	lebih	kurang	Rp	1	miliar	untuk	Rohingya,"	katanya.					
Indonesia Serahkan Bantuan Rohingya pada Pemerintah Setempat 
	
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangladesh, Eka 
Wiediyantiningsih, mengatakan bantuan dari Indonesia sudah tiba di Kota Coxs Bazar, kota terdekat 
dengan daerah pengungsi Rakhine State. Kendati demikian, penyaluran bantuan untuk pengungsi 
Rohingya tersebut diserahkan kepada pemerintah setempat yang bekerja sama dengan organisasi 
internasional. "Untuk	penyalurannya,	itu	kita	serahkan	kepada	pemerintah	setempat,	pemerintah	daerah	bekerja	sama	nanti	dengan	organisasi-organisasi	internasional,"	ujar	Eka,	dikutip	dari	siaran	resmi	Istana,	Ahad	(17/9).	Total	bantuan	kemanusiaan	yang	dikirimkan	pemerintah	Indonesia	untuk	pengungsi	Rohingya	yang	berada	di	perbatasan	Bangladesh	dan	Myanmar	pada	hari	ketiga	telah	mencapai	54	ton.	Bantuan	kemanusiaan	tak	hanya	berasal	dari	Pemerintah	Indonesia,	namun	juga	dari	negara	lainnya.	Kendati	demikian,	Direktur	Tanggap	Bencana	BNPB	Junjungan	Tambunan	menyampaikan,	jumlah	bantuan	pun	masih	belum	mencukupi	lantaran	jumlah	pengungsi	saat	ini	mencapai	720	ribu	jiwa.	Pemerintah	pun	masih	akan	melanjutkan	pengiriman	bantuan	untuk	para	pengungsi	Rohingya.	Sebelumnya,	pemerintah	Indonesia	juga	sempat	terhambat	dalam	proses	pengiriman	bantuan.	Sebab,	Pemerintah	Bangladesh	sempat	menutup	akses	bantuan	dari	negara	lain,	termasuk	Indonesia.	Kendati	demikian,	akhirnya	bantuan	Pemerintah	Indonesia	dapat	dikirimkan	setelah	Menlu	Retno	Marsudi	berkomunikasi	dengan	pemerintah	setempat.						
Bantuan Indonesia untuk Rohingya Disebarkan Senin Besok	
	REPUBLIKA.CO.ID,	BANGLADESH	--	Bantuan	kemanusiaan	dari	pemerintah	Indonesia	akan	disalurkan	oleh	pemerintah	daerah	di	Cox's	Bazar	kepada	pengungsi	Rohingya	yang	tinggal	sementara	di	distrik	tersebut	pada	Senin	(18/9).	"Menurut	District	Administration	Cox's	Bazar,	bantuan	Indonesia	yang	sudah	berada	di	Gudang	Cox's	Bazar	selanjutnya	akan	didistribusikan	besok	(18/9)	ke	12	pos	atau	titik	distribusi,"	kata	Duta	Besar	RI	untuk	Bangladesh	Rina	Soemarno	dalam	keterangannya	diterima	di	Jakarta,	Ahad	(17/9).	Pemerintah	daerah	di	Cox's	Bazar	akan	bekerja	sama	dengan	sejumlah	organisasi	internasional	seperti	UNHCR	dan	IOM	dalam	membagikan	bantuan	tersebut.	Pemerintah	Indonesia	telah	mengirim	bantuan	kemanusiaan	bagi	masyarakat	Rohingya	berupa	30	ton	beras,	1	ton	gula,	14	ribu	selimut,	2.004	paket	makanan	siap	saji,	10	unit	tenda	darurat,	10	unit	tenda	posko,	600	paket	family	kit,	900	paket	kebutuhan	sandang,	10	tangki	air	darurat.	Bantuan	tersebut	dikirim	dalam	enam	sorti	penerbangan	menggunakan	pesawat	C130	Hercules	TNI	AU	sejak	14-16	September	2017.	Bantuan	yang	akan	dibagikan	pada	Senin	merupakan	bantuan	dari	sorti	penerbangan	pertama	hingga	keempat	yang	sudah	dikirimkan	oleh	pemerintah	Bangladesh	ke	daerah	Cox's	Bazar.	Sementara	itu,	menurut	Rina	pemerintah	Bangladesh	belum	dapat	memberikan	izin	bagi	delegasi	Indonesia,	termasuk	tim	penilai	kebutuhan	bantuan	RI	yang	terdiri	dari	personel	BNPB	dan	tim	kesehatan,	untuk	mengunjungi	tempat-tempat	pengungsian	di	Cox's	Bazar.	"Sementara	ini	tidak	dapat	memberikan	izin	bagi	delegasi	dari	Indonesia	untuk	mengunjungi	kamp-kamp	pengungsi	ataupun	ke	kota	Cox's	Bazar	karena	alasan	keamanan,"	kata	KBRI	Bangladesh.					
Indonesia akan Kirim Lagi Bantuan untuk Rohingya 
	REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA	--	Pemerintah	Indonesia	akan	kembali	mengirimkan	bantuan	untuk	masyarakat	Rohingya.	Namun,	kali	ini	bantuan	tersebut	tidak	akan	diberangkatkan	ke	Bangladesh,	melainkan	ke	Myanmar.	Ketua	Badan	Nasional	Penanggulangan	Bencana	(BNPB)	Willem	Rampangilei	mengatakan,	bantuan	yang	dikirimkan	dari	Indonesia	disesuaikan	dengan	kebutuhan	pemerintah	setempat.	Bantuan	untuk	masyarakat	Rohingya	di	kamp	pengungsian	di	Cox's	Bazar	dinilai	telah	cukup.	Sebab,	bantuan	datang	bukan	hanya	dari	Indonesia,	tapi	juga	sejumlah	negara	lain.	"Untuk	sementara	kita	akan	menghentikan	bantuan	ke	Bangladesh.	Berikutnya	bantuan	akan	dikirim	ke	Myanmar,"	kata	Willem	usai	menggelar	rapat	di	Bandara	Halim	Perdanakusumah,	Selasa	(19/9).	Willem	menjelaskan,	pemerintah	Indonesia	telah	mendapatkan	izin	dari	pemerintah	Myanmar	untuk	segera	menerbangkan	bantuan.	Rencananya	pemerintah	akan	memberangkatkan	dua	pesawat	Hercules,	Rabu	(20/9)	dengan	membawa	masing-masing	10	ton	bantuan.	Bantuan	yang	dikirim	di	antaranya,	makanan	siap	saji	sebanyak	2.000	paket,	makanan	untuk	ibu	hamil	dan	balita	sebanyak	lima	ton,	berbagai	obat-obatan	yang	dikirim	dari	Kementerian	Kesehatan	sebanyak	satu	ton,	20	tenda,	dan	selimut	7.000	helai.	Barang	bantuan	tersebut	saat	ini	masih	berada	di	gudang	BNPB.	Rencananya,	bantuan	tersebut	akan	tiba	di	gudang	Halim	Perdana	Kusuma	pada	Rabu	(20/9)	untuk	kemudian	dikemas	menyesuaikan	ukuran	pesawat.	Menurut	Willem,	pesawat	yang	mengangkut	barang	bantuan	ini	tidak	akan	langsung	menuju	Myanmar.	Rencananya	pesawat	akan	mendarat	di	Landasan	Udara	AU	Sultan	Iskandar	Muda,	Aceh.	Baru	keesokan	harinya	pesawat	ini	akan	terbang	ke	Myanmar.	Sejauh	ini	pemerintah	Myanmar	baru	memberikan	izin	pendaratan	di	Bandara	Yangon.	Barang	akan	dipindahkan	ke	gudang	yang	berada	di	bandara	untuk	selanjutnya	dibawa	melalui	jalur	darat	ke	Rakhine	State	agar	bisa	disalurkan	kepada	masyarakat	Rohingya.	"Kita	sudah	ada	tim	yang	berada	di	Yangon	untuk	memantau	pergerakan	barang	bantuan,"	kata	Willem.	
Bantuan	yang	dikirimkan	nantinya	tidak	bisa	diberikan	secara	langsung	oleh	perwakilan	pemerintah	Indonesia.	Pemerintah	Myanmar	akan	menyalurkan	bantuan	tersebut.	Pemerintah	Indonesia	hanya	bisa	memantau	dan	mendapatkan	pemberitaan	terbaru	atas	pendistribusian	barang	bantuan.																					
Bantuan Rohingya Gelombang Tahap Dua Mulai Diberangkatkan 
	
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua pesawat Hercules mulai diberangkatkan dari bandara Halim 
Perdanakusumah. Pesawat ini membawa bantuan kemanusiaan yang akan diberikan kepada masyarakat 
Rohingya di Myanmar. Koordinator	Lapangan	dari	Badan	Nasional	Penanggulangan	Bencana	(BNPB)	Yolak	Dalimunthe	mengatakan,	bantuan	ini	masuk	dalam	gelombang	tahap	kedua.	Sebelumnya	pemerintah	telah	memberangkatkan	dua	pesawat	pada	gelombang	dua	ini	ke	Chittagong,	Bangladesh.		"Untuk	dua	pesawat	ini	akan	kita	kirimkan	ke	Myanmar.	Membantu	masyarakat	Rohingya	yang	ada	di	sana,"	kata	Yolak	di	Bandara	Halim	Perdanakusumah,	Rabu	(20/9).	Dua	pesawat	yang	akan	berangkat	mengangkut	19,5	ton	barang	bantuan.	Bantuan	yang	dibawa	diantaranya	makanan	siap	saji	sebanyak	2.000	paket,	kemudian	makanan	untuk	ibu	hamil	dan	balita	sebanyak	lima	ton,	berbagai	obat-obatan	yang	dikirim	dari	Kementerian	Kesehatan	sebenya	satu	ton,	20	tenda,	dan	selimut	7.000	helai.	Sebelumnya,	Staf	Ahli	Hubungan	Antar	Lembaga	Kementerian	Luar	Negeri	Salman	Al-Farisi	mengatakan,	masyarakat	Rohingya	sebenarnya	masih	banyak	yang	berada	di	sekitar	Rakhine	State.	Bahkan	terdapat	300	lebih	desa	yang	menampung	masyarakat	Rakhine	dan	Rohingya.	Walaupun	tidak	semua	masyarakat	yang	berada	di	300	desa	ini	lari	ke	Bangladesh.	Hanya	ada	sekitar	350	ribu	orang	dari	1,6	juta	warga	Rohingya	yang	memilik	masuk	ke	Bangladesh.	"Jadi	sebetulnya	masih	banyak	pengungsi	yang	ada	di	Rakhine	State	yang	membutuhkan	bantuan.	Cuman	tempatnya	di	sana	memang	tersebar	tidak	terpusat	di	satu	kawasan,"	kata	Salman	Al-Farisi	ditemui	usai	rapat	koordinasi	di	Halim	Perdanakusumah,	Selasa	(19/9).	Salman	menuturkan,	selain	masyrakat	Rohingya	yang	mengungsi	dan	mengalami	tekanan	dari	pemerintah	dan	militer	Myanmar,	sebenarnya	ada	juga	masyarakat	Buddhis	yang	ikut	mengungsi.	Jumlah	pengungsi	yang	masih	banyak	di	sekitar	Rakhine	State	ini	lah	yang	harus	dibantu	pula	oleh	pemerintah	Indonesia.			
Bantuan Indonesia untuk Rohingya Tiba di Myanmar 
	REPUBLIKA.CO.ID,	YANGON	--	Dua	pesawat	Hercules	yang	mengangkut	sekitar	19,5	ton	barang	bantuan	untuk	warga	Rohingya	yang	berada	di	Myanmar	telah	tiba	di	Bandara	Internasional	Yangon	pada	Kamis	(21/9)	sekitar	pukul	13.45	waktu	setempat.	Bantuan	ini	langsung	diserahterimakan	oleh	Badan	Nasional	Penanggulangan	Bencana	(BNPB)	kepada	pemerintah	Myanmar.	Duta	Besar	RI	untuk	Myanmar	Ito	Sumardi	mengatakan,	pemerintah	Myanmar	sangat	berterimakasih	dengan	bantuan	yang	dikirimkan	pemerintah	Indonesia.	Bantuan	ini	menjadi	wujud	nyata	perhatian	Indonesia	terkait	krisis	kemanusian	yang	terjadi	di	Myanmar.	Terlebih	selama	ini	kejadian	yang	menima	masyarakat	di	Rakhine	State	sangat	minim	terekspose.	"Ini	menjadi	bantuan	kemanusiaan	dari	Indonesia	untuk	kesekian	kalinya,"	ujar	Ito	di	Bandara	Yangon,	Kamis	(21/9).		Ito	menjelaskan,	masuknya	bantuan	dari	Indonesia	dikarenakan	pemerintah	Myanmar	telah	membuka	akses.	Hanya	sejumlah	negara	dan	organisasi	tertentu	saja	yang	bisa	memberikan	bantuan	tersebut.	Menurut	Ito,	kejadian	yang	menimpa	masyarakat	di	kawasana	Rakhine	State	saat	ini	berbeda	dengan	kejadian	beberapa	waktu	lalu.	Untuk	itu	perlu	kehati-hatian	dari	Indonesia	baik	pemerintah	maupun	organisasi	tertentu	dalam	mengirimkan	bantuan.	Barang	bantuan	gelombang	II	yang	diberangkatkan	ke	Myanmar	di	antaranya	makanan	siap	saji	sebanyak	2.000	paket,	kemudian	makanan	untuk	ibu	hamil	dan	balita	sebanyak	lima	ton,	berbagai	obat-obatan	yang	dikirim	dari	Kementerian	Kesehatan	sebanyak	satu	ton,	20	tenda,	dan	selimut	7.000	helai.	Sebelum	memberangkatkan	bantuan	kemanusiaan	ke	Myanmar,	pemerintah	Indonesia	telah	mengirimkan	bantuan	serupa	untuk	masyarakat	Rohingya	yang	berada	di	sekitar	Cox's	Bazar,	Bangladesh.	Pengiriminn	ini	dilakukan	karena	banyak	muslim	Rohingya	yang	memilih	untuk	berimigran	secara	ilegal	ke	Bangladesh	terkait	konflik	sosial	yang	terjadi	di	kawasan	Rakhine	State,	Myanmar.		
Bantuan Indonesia Tiba di Rakhine Besok 
	
REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Duta Besar RI untuk Myanmar Ito Sumardi mengatakan bahwa bantuan 
kemanusiaan yang dikirim pemerintah Indonesia pekan lalu baru bisa sampai ke shelter di Sittwe, 
Rakhine State, Selasa (26/9). Sulitnya akses transportasi dari Yangon membuat bantuan tersebut harus 
menempuh waktu lebih dari empat hari. "Transportasi memang cukup sulit. Ini yang menjadi tantangan 
dalam penyaluran bantuan," kata Ito, Senin (25/9). Menurut	Ito,	selain	bantuan	yang	akan	sampai	besok,	KBRI	juga	telah	mendapatkan	izin	dari	pemerintah	Myanmar	untuk	mengirim	perwakilan	personel	dari	Badan	Nasional	Penanggulangan	Bencana	(BNPB)	dalam	memberikan	pelatihan	mendirikan	tenda.	Pemberangkatan	ini	juga	nantinya	bisa	memantau	pergerakan	bantuan	dari	Indonesia.	Ito	menjelaskan,	pemerintah	Myanmar	dan	palang	merah	internasional	(ICRC)	yang	mendapat	kepercayaan	dalam	mendistribusikan	barang	hingga	ke	kamp	pengungsian	cukup	sulit.	Baru-baru	ini	saja	terdapat	sekelompok	etnis	Budha	yang	melempar	bom	molotov	untuk	menghentikan	distribusi	barang.	Persoalan	inteloransi	di	Rakhine	State	memang	sangat	tinggi.	Terlebih	dengan	adanya	kejadian	pembakaran	rumah-rumah	warga	membuat	tensi	antaretnis	semakin	besar.								
Tim Muhammadiyah Aid Tiba di Pengungsian Rohingya	
	
REPUBLIKA.CO.ID,  BANGLADESH -- Dengan membawa misi solidaritas kemanusiaan untuk membantu 
para pengungsi Muslim Rohingnya yang terusir dari Myanmar, Tim Muhammadiyah Aid telah tiba di 
Bangladesh sejak Sabtu (23/9) kemarin. Tim ini terdiri dari perwakilan Lazismu Andar Nubowo, 
perwakilan dari MDMC Abdoel Malik R dan dr Corona Setiawan yang beranggotakan tiga dokter dan 
sembilan perawat. Sama	halnya	dengan	lembaga	kemanusiaan	lainnya,	Tim	Muhammdiyah	Aid	sulit	untuk	masuk	ke	lokasi	pengungsian.	Kondisi	itu	menjadi	tantangan	tersendiri	bagaimana	berkoordinasi	dengan	pemerintah	Bangladesh	dan	lembaga-lembaga	kemanusiaan	lokal	dan	internasional.	Tim	Muhammadiyah	Aid,	Andar	Nubowo	mengatakan,	bahwa	kondisi	di	sana	cukup	ketat	untuk	bantuan	asing,	termasuk	dari	Indonesia.	"Kedatangan	relawan	asing	dari	Indonesia,	Malaysia,	dan	Turki	sejak	kedatangan	diawasi	ketat,"	ujarnya	dalam	keterangan	persnya,	Selasa	(26/9).	Namun,	setelah	berjuang	akhirnya	Tim	Medis	Muhammadiyah	Aid	diizinkan	masuk	oleh	Pemerintah	Bangladesh	ke	kamp	pengungsi	Rohingya	di	Coxs	Bazar	Bangladesh	pada	Senin	(25/9).	Seluruh	Tim	ikut	menandatangani	kesepakatan	(MoU)	dengan	lembaga	Bangladesh.	Tim	Muhammadiyah	Aid	juga	mengikuti	rapat	koordinasi	dengan	Tim	Indonesian	Humanitarian	Alliance	(IHA)	setibanya	di	Dhaka,	Bangladesh.	"Kendati	dalam	situasi	yang	sulit,	Tim	berupaya	bekerja	semaksimal	mungkin.	Tim	Muhammadiyah	Aid	memohon	doa	kepada	masyarakat	Indonesia	supaya	kami	di	lapangan	mendapat	kemudahan	dan	kelancaran	dalam	menunaikan	misi	kemanusiaan,"	kata	Andar.	Bantuan	kemanusiaan	ini	dilakukan	setelah	Lazismu	mengumpulkan	bantuan	dari	rakyat	Indonesia.	Total	donasi	yang	terkumpul	lewat	Lazis	Muhammadiyah	(Lazismu)	sebesar	Rp	15	Miliar.			
Tiga Lembaga Zakat Salurkan Rp 1,2 Miliar untuk Rohingya	
	REPUBLIKA.CO.ID,	JAKARTA	--	Tiga	lembaga	zakat	terlibat	dalam	penyaluran	dana	untuk	Rohingya	sebesar	Rp	1,2	miliar.	Dana	ini	dikumpulkan	selama	Aksi	Bela	Rohingya	169	yang	diikuti	30	organisasi	masyarakat	(ormas)	pada	16	September	2017	lalu.	"Kita	titipkan	kepada	lembaga	donor	yang	tergabung	dengan	Aliansi	Kemanusiaan	Indonesia	untuk	Myanmar	(AKIM)	karena	sudah	melakukan	aktivitas	kemanusiaan	di	negara	bagian	Rakhine	cukup	lama,"	kata	Sekretaris	Jenderal	DPP	PKS	Mustafa	Kamal	saat	jumpa	pers	di	kantor	DPP	PKS,	Senin	(25/9).	Aksi	Bela	Rohingya	digelar	di	seputaran	Monumen	Patung	KudaArjuna	Wiwaha	Jakarta.	Sekitar	30	elemen	turun	dalam	aksi	tersebut,	diantaranya	PKS,	PUI,	FPI,	Mathlaul	Anwar,	Ikadi,	AQL	Peduli,	Jamiat	Kheir,	DDII,al-Ittihadiyah,	Pemudi	PUI,	Forsitma,	Salimah,	Wanita	Islam,	JPRMI,	Gema	MA,	Gerakan	Ibu	Negeri,	al-Irsyad	al-Islamiyyah,	BKSPPI,	Persatuan	TarbiyahIslamiyah,	FBR,	PMI,	Wanita	SI,	PII,	Permuda	Persis,	Hidayatullah,	Presidium	Alumni	212,	Adara,	Aku	Cinta	Islam,	Bang	Japar,	Nahdlatul	Wathan,	GMJ,	FUI,KAMMI,	GPMI,	Pandu	Cahaya	Islam,	Pemuda	Muhammadiyah,	HBMI,	Muslimat	MA,	FBR,Aliansi	Cinta	Keluarga,	dan	beberapa	ormas	lain.	Ketiga	lembaga	yang	dimaksud	adalah	Dompet	Dhuafa,	LAZIS	Dewan	Dakwah,	dan	PKPU.	Adapun	AKIM	merupakan	sebuah	badan	yang	terdiri	dari	sebelas	organisasi	kemanusiaan	untuk	memberikan	bantuan	kemanusiaan	bagi	warga	Myanmar	di	Rakhine,	termasuk	Muslim	Rohingya.	Lembaga	ini	diresmikan	Kamis(31/8)	di	Jakarta.	Kesebelas	lembaga	tersebut	antara	lain,	Muhammadiyah	Disaster	Management	Center,	Lembaga	Penanggulangan	Bencana	dan	Perubahan	Iklim	Nahdlatul	Ulama,	PKPU	Human	Initiative,	Dompet	Dhuafa,	Rumah	Zakat,	Dompet	Peduli	Ummat	Daarut	Tauhid,	LAZIS	Wahdah	Islamiyah,	LAZNAS	LMI,	Aksi	Cepat	Tanggap,	Lazis	Dewan	Dakwah	Islamiyah	Indonesia,	dan	Social	Trust	Fund	UIN	Jakarta.	Direktur	Crisis	Center	for	Rohingya	(CC4R)	PKS.	Sukamta	mengatakan	pengumpulan	dana	yang	dilakukan	dalam	aksi	tersebut	merupakan	upaya	masyarakat	Indonesia	untuk	membantu	korban	konflik	Myanmar	secara	komprehensif.	Aksi	itu	juga	diharapkan	dapat	memberikan	tekanan	kepada	Pemerintah	Myanmar,	Bangladesh,	dan	dunia	internasional	untuk	menghentikan	pengusiran	dan	kekerasan	di	Rakhine.	Ia	menambahkan,	CC4R	di	seluruh	Indonesia	sudah	bergerak	dengan	melakukan	aksi	dan	mengumpulkan	bantuan	kemanusiaan.	Di	luar	dana	kemanusiaan	dalam	Aksi	Bela	Rohingya,	CC4R	telah	menyalurkan	Rp	3,8	miliar.		
Aksi Bela Rohingya PKS Hasilkan Bantuan Rp 1,2 Miliar 
	REPUBLIKA.CO.ID,	JAKARTA	--	Aksi	bela	Rohingya	yang	dilakukan	Partai	Keadilan	Sejahtera	(PKS)	pada	16	September	2017	menghasilkan	bantuan	lebih	dari	Rp1,2	miliar	yang	telah	disalurkan	melalui	lembaga	kemanusiaan.	Direktur	"Crisis	Center	for	Rohingya	(CC4R)"	PKS	Sukamta	mengatakan	pihaknya	terus	menyalurkan	bantuan	kepada	masyarakat	Rohingya	yang	terpaksa	harus	hidup	di	pengungsian.	Sukamta	yang	juga	anggota	DPR	RI	Fraksi	PKS,	menyebutkan	Aksi	Bela	Rohingya	diharapkan	bisa	memberikan	tekanan	kepada	Pemerintah	Myanmar	dan	dunia	internasional	agar	segera	menghentikan	tindakan	pengusiran	dan	kekerasan.	"Dana	kemanusiaan	yang	terkumpul	pada	Aksi	Bela	Rohingya	tersebut	akan	segera	disalurkan	melalui	lembaga	donor	yang	tergabung	dalam	Aliansi	Kemanusiaan	Indonesia	untuk	Myanmar	(AKIM),"	kata	Sukamta,	Rabu	(27/9).	Sementara	itu,	Sekretaris	Jenderal	DPP	PKS	Mustafa	Kamal	mengucapkan	teruma	kasih	sebesar-besarnya	kepada	masyarakat	yang	hadir	dalam	Aksi	Bela	Rohingya	dan	menitipkan	amanah	bantuan	untuk	masyarakat	Rohingya	yang	dipaksa	meninggalkan	tanah	tempat	tinggalnya.	Mustafa	menjelaskan,	seluruh	amanah	peserta	aksi	disalurkan	melalui	tiga	lembaga	yang	menjadi	anggota	AKIM	yakni	Dompet	Dhuafa,	PKPU	dan	Lazis	Dewan	Dakwah.	Sebagaimana	dikutip	dari	kantor	berita	Xinhua-OANA,	badan	pengungsi	PBB	pada	Senin	(25/9)	menyerukan	peningkatan	dukungan	buat	sebanyak	436.000	pengungsi	Rohingya	yang	menyelamatkan	diri	dari	Myanmar	ke	Bangladesh	pada	Agustus.	Pada	saat	yang	sama	Komisaris	Tinggi	PBB	Urusan	Pengungsi	memuji	rakyat	dan	Pemerintah	Bangladesh	atas	keramahtamahan	mereka.	Komisaris	Tinggi	PBB	Urusan	Pengungsi	Filippo	Grandi	mengatakan	kondisi	pengungsi	masih	menyedihkan,	dan	upaya	bantuan	kemanusiaan	dapat	mengalami	kemerosotan	dramatis	jika	bantuan	tidak	secepatnya	ditingkatkan.	Sementara	itu,	sejumlah	pengungsi	Rohingya	yang	berada	di	wilayah	Bangladesh	membutuhkan	bantuan	kemanusiaan	yang	berkelanjutan	untuk	membangun	kehidupan,	seperti	pendidikan	dan	pelatihan	kemampuan	kerja.				
Gempar Segera Salurkan Bantuan Dana untuk Rohingya 
	
REPUBLIKA.CO.ID, MEULABOH, ACEH -- Gerakan masyarakat pemuda Aceh peduli Rohingya 
(Gempar) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, segera melakukan penyaluran bantuan untuk muslim 
Rohingya setelah sebelumnya melakukan pengumpulan dana. Koordinator	Gempar,	Nasdalamun	di	Meulaboh,	Kamis	mengatakan,	aksi	kemanusiaan	telah	mereka	lakukan	selama	15	hari	penuh,	terhitung	sejak	tanggal	13	hingga	27	September	2017,	dengan	dana	terkumpul	berjumlah	Rp	30	juta	lebih.	"Selain	uang	tunai	Rp	30	juta	lebih,	juga	ada	pakaian	baru	dan	pakaian	bekas	yang	akan	kami	salurkan.	Rencanannya	disalurkan	lewat	organisasi	Aksi	Cepat	Tangap	Provinsi	Aceh	yang	akan	turun	menjemput	ke	mari,"	sebutnya.	Perkumpulan	organisasi	mahasiswa	dan	masyarakat	serta	LSM	di	Kabupaten	Aceh	Barat	itu,	selama	ini	bertahan	di	bawah	tenda	yang	mereka	dirikan	di	pingir	jalan	lintas	Meulaboh-Banda	Aceh,	tepatnya	di	depan	Masjid	Agung	Baitul	Makmur	Meulaboh.	Meskipun	sudah	tidak	lagi	turun	ke	jalan-jalan	dan	mendatangi	rumah	ke	rumah,	namun	Gempar	masih	menerima	sumbangan	masyarakat.	Tidak	mesti	di	posko	induk,	sebab	ada	alamat	pengurus	yang	bisa	didatangi,	walau	mereka	pun	siap	untuk	menjemput.	Nasdalamun	menuturkan,	bantuan	kemanusiaan	yang	mereka	kirimkan	lewat	Pemerintah	Indonesia	tersebut	untuk	meringankan	beban	tragedi	kemanusiaan	Muslim	Rohingya	di	Provinsi	Rakhine,	Myanmar	Utara,	tempat	tinggal	pengungsi	Rohingya	saat	ini.	"Kami	masih	menerima	hingga	Minggu	(1/10)	malam,	sebab	esoknya	Senin	akan	dserahkan	kepada	ACT	di	halaman	Masjid	Agung.	Jumlahnya	memang	tidak	begitu	besar,	tapi	kepedulian	kita	terhadap	mereka	itu	yang	perlu	ditunjukkan,"	imbuhnya.			
Indonesian FM discusses Rakhine with State Counsellor, 
Commander-in-Chief 
	Indonesian	Foreign	Minister	Retno	Marsudi	has	expressed	her	government’s	support	for	Myanmar’s	actions	for	the	stability,	peace	and	development	in	Rakhine	State.	
The	visiting	Indonesian	official	made	the	comments	during	a	meeting	with	the	State	Counsellor	Daw	Aung	San	Suu	Kyi	in	Nay	Pyi	Taw	at	noon	on	September	4.	The	Indonesian	minister	discussed	about	giving	humanitarian	assistance,	exchanged	views	on	development	and	bilateral	cooperation.	
The	meeting	was	also	attended	by	Union	Minister	for	the	State	Counsellor	Office	U	Kyaw	Tint	Swe,	National	Security	Adviser	U	Thaung	Tun,	Minister	of	State	for	Foreign	Affairs	U	Kyaw	Tin	and	Indonesian	Ambassador	to	Myanmar.	
The	Indonesia	Foreign	Minister	also	met	with	Senior	General	Min	Aung	Hlaing	separately	in	the	morning	on	September	4.	
At	the	meeting,	the	Senior	General	explained	the	real	situation	of	ARSA	extremist	terrorist	attacks	in	Buthitaung	and	Maungdaw	in	Rakhine	State	that	started	on	August	25.		
	The	Senior	General	and	the	Indonesian	minister	exchanged	views	on	humanitarian	assistance	to	Rakhine,	according	to	the	State	Counsellor’s	Office	and	Commander	in	Chief’s	Office	Facebook	pages.				
Marsudi	said	after	the	meetings	with	Daw	Aung	San	Suu	Kyi	and	the	country’s	armed	forces	commander	that	“de-escalation”	of	tensions	in	Rakhine	State	should	be	the	top	priority	of	Myanmar’s	government.	
Marsudi	said	she	is	the	first	foreign	minister	to	meet	with	Myanmar’s	leadership	since	violence	erupted	again	in	Rakhine	on	August	25,	triggering	an	exodus	of	Rohingya	Muslims	to	neighbouring	Bangladesh.	
She	said	in	a	statement:	“The	security	authorities	of	Myanmar	need	to	immediately	stop	all	forms	of	violence	that	occurred	in	Rakhine	State	and	provide	protection	to	all	people,	including	the	Muslim	community.”	
Marsudi	said	Indonesia	has	submitted	a	five-point	plan	to	Myanmar	that	needs	immediate	implementation	“so	that	the	crisis	of	humanity	and	security	will	not	worsen.”	
							
ASEAN ready to help on Rakhine issue ASEAN	stands	ready	to	assist	Myanmar	in	all	ways	to	restore	peace	and	stability	and	rebuild	the	communities	affected	by	violence	in	Rakhine	State.	
A	highly	placed	source	told	The	Myanmar	Times	on	Sunday	that	the	situation	in	Rakhine	State	would	be	high	on	the	agenda	of	the	informal	ASEAN	foreign	ministerial	meeting	in	New	York	on	September	23	on	the	sidelines	of	the	United	Nations	General	Assembly.		
“Of	course,	the	Rakhine	conflict	will	be	among	many	issues	that	ASEAN	leaders	want	to	touch	on,”	the	
official,	who	asked	not	to	identified	because	he	is	not	authorised	to	speak	on	the	matter.	So	far,	all	
ASEAN	members	except	Malaysia	have	shown	restraint	in	their	views	on	Rakhine	and	called	on	all	
concerned	not	to	make	the	situation	worse.	
As	a	rule,	ASEAN	does	not	interfere	in	the	internal	affairs	of	a	member	unless	invited.	
As	of	Sunday,	the	Philippine	chair	and	Myanmar	have	begun	working	on	a	draft	joint	statement	on	Rakhine,	with	contributions	from	other	member	countries	such	as	Indonesia	and	Singapore.	The	joint	statement,	which	requires	Nay	Pyi	Taw’s	consent,	is	expected	to	be	issued	either	before	or	during	the	special	ministerial	meeting.	
In	the	past	weeks,	Indonesia	and	Singapore	have	done	shuttle	diplomacy	to	facilitate	cooperation	between	ASEAN	and	Myanmar.	Foreign	Minister	Ratno	Marsudi	was	first	to	come	to	Myanmar	in	early	September,	followed	by	Singapore	Foreign	Minister	Vivian	Balakrishnan	last	week.	They	held	talks	with	Daw	Aung	San	Suu	Kyi	and	exchanged	views	on	ways	to	resolve	the	conflict.	
On	August	25,	the	Arakan	Rakhine	Salvation	Army	(ARSA)	terrorist	attacked	police	and	military	posts	in	northern	Rakhine,	which	drew	condemnation	from	the	international	community.	However,	a	flood	of	displaced	persons	fled	the	resulting	military	offensive	into	Bangladesh,	causing	serious	concern	and	severe	criticism	of	Myanmar	and	State	Counsellor	Daw	Aung	San	Suu	Kyi.	Last	week,	she	decided	to	skip	her	trip	to	New	York	for	a	scheduled	speaking	engagement	at	the	UN	General	Assembly,	which	starts	Monday.	Vice	President	Henry	Van	Thio	will	replace	her.	
The	source	said	ASEAN	foreign	ministers	would	listen	to	a	briefing	by	Myanmar’s	representatives	on	the	situation	in	Rakhine.	On	August	24,	the	advisory	commission	headed	by	Kofi	Annan	came	out	with	its	final	report	with	recommendations	to	help	end	the	Rakhine	crisis.	Daw	Aung	San	Suu	Kyi	has	pledged	to	immediately	implement	the	recommendations.	
“ASEAN	stands	ready	to	provide	assistance	and	cover	for	Myanmar,”	said	the	source,	who	added	that	ASEAN	would	not	be	able	to	take	any	actions	on	Rakhine	without	Myanmar’s	consent.	
The	international	community	has	focused	on	the	plight	of	the	refugees,	estimated	by	the	UN	to	number	in	the	hundreds	of	thousands,	who	have	been	driven	from	their	villages	by	the	fighting.	Last	week,	Nay	Pyi	Taw	rebuffed	ARSA’s	proposal	for	a	ceasefire	to	allow	humanitarian	assistance	to	be	delivered	to	the	refugees.	
Following	several	disasters	that	stuck	ASEAN	in	the	past	years,	new	mechanisms	for	humanitarian	assitance	have	been	set	up	and	can	be	used	by	ASEAN	members.	For	example,	the	ASEAN	Humanitarian	Assistance	Centre	is	ready	to	provide	humanitarian	aid.	Another	mechanism	is	the	new	mandate	of	ASEAN’s	Secretary	General	to	coordinate	all	humanitarian	aid	efforts,	which	was	decided	at	the	Nay	Pyi	Taw	summit	in	2014.	
“There	are	also	other	options	which	Myanmar	can	choose.	Engaging	ASEAN	would	be	the	best	way	to	mitigate	outside	pressure	and	criticism,”	the	source	said.		
